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BAB I.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dipergunakan dan
dimanfaatkan menurut hak serta kewajiban yang berimbang, antara lain untuk
memenuhi baik bagi kebutuhan pribadi maupun masyarakat. Realisasi pemenuhan
kebutuhan akan tanah itu menurut hukum ditata dalam rangka hubungan yang
serasi dan seimbang antara hak dan kewajiban. Tujuannya agar terjamin pergaulan
hidup yang tertib, aman dan damai serta kehidupan yang berkeadilan sosial.
Eratnya hubungan antara manusia dengan tanah dilihat dari hubungan antar
perorangan, perorangan dengan masyarakat, perorangan dengan badan hukum,
tercermin dalam fungsi hak atas tanah ditentukan oleh tatanan susunan

masyarakatnya.

Indonesia sebagai negara agraris, setelah kemerdekaan menghadapi
masalah mendasar di bidang hukum pertanahan, yaitu terdapatnya masalah
kepemilikan tanah yang tidak proporsional dan kebutuhan tanah pertanian yang
meningkat terus didorong oleh pertumbuhan penddddédam rangka mengatasi
masalah tersebut, sebagai negara yang berdaulat penuh berusaha untuk mengatur

kehidupan bernegara dengan mewujudkan hukum agraria nasional. Hukum

! Eddy PranjotoAntinomi Norma Hukum Pembatalan Pemberian Hak Atas Tanah Oleh
Pengadilan Tata Usaha Negara Dan Badan Pertanahan Nasi®&saidung : CV Utomo, 2006,
him.1.

2 Ady Kusnadi,Penelitian Tentang Efektifitas Peraturan Perundang-Undangan Larangan
Tanah Absente®epartemen Kehakiman dan HAM RI, 2004, him 1.



agraria dari segi objeknya tidak hanya membahas tentang bumi dalam arti sempit
yaitu tanah, akan tetapi juga tentang pengairan, pertambangan, perikanan,

kehutanan, dan penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa.

Di dalam negara yang tata susunan masyarakatnya berdasarkan faham
individualistik hak milik atas tanah bersifat mutlak, artinya bahwa hak milik yang
menurut terminologi hukum Belantidisebut haleigendon? Paraeigeneeratau
pemiliknya bebas menggunakan atau tidak menggunakan tanah itu sepanjang
tidak dilarang oleh undang-undahgSehubungan dengan itu, penyediaan,
peruntukan, penguasaan, penggunaan dan pemeliharaannya perlu diatur agar
terjamin kepastian hukum dalam penguasaan dan pemanfaatannya serta sekaligus
terselenggara perlindungan hukum bagi rakyat banyak, terutama golongan petani,
dengan tetap mempertahankan kelestarian kemampuannya dalam mendukung
kegiatan pembangunan yang berkelanjutan. Tanah juga merupakan salah satu
faktor produksi yang sangat vital bagi kehidupan manusia dan pembangunan suatu

negara.

® Urip SantosoHukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanalakarta: Kencana, 2009,him. 7.

* R. Subekti, Tjitrosoedibiokamus HukumP.T Pradnya Paramita, cetakan 11, Jakarta
1992 him.38

> Hak eigendonyaitu hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa
dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya asal tidak
bersalahan dengan undang-undang atau peraturan yaognditetapkan oleh suatu kekuasaan
yang berhak menetapkannya dan tidak mengganggu hak-hak orang lain semua itu dengan tak
mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas
ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.

® Boedi HarsonoHukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi Dan
Pelaksanaannya,jilid 1 Hukum Tanah Nasiqriadlisi Revisi Cetakan 8, Jakarta : Jembatan, 2005
him. 61.



Tanah dalam masa pembangunan bertambah penting artinya, karena
adanya peningkatan volume pembangunan dalam bidang-bidang pertanian,
industri modern, perumahan, kelestarian lingkungan hidup, pengamanan sumber
kekayaan alam, kesejahteraan sosial dan lain-lain. Maka tanah adalah untuk
diusahakan atau digunakan bagi pemenuhan kebutuhan yang nyata, sebagai mana

yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) yaitu :

“bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh

negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Begitu pentingnya makna tanah bagi kehidupan manusia. John Locke

dalam bukunya Second Treatises Of Governmmamgemukan bahwa :

“Sesungguhnya Tuhan menciptakan bumi ini untuk diberikan kepada sesama
manusia, agar bumi ini dikerjakan dan memberikan kesejahteraan bagi setiap
orang. Tiada seorangpun yang mempunyai hak istimewa baik atas hasil alam
maupun binatang yang diciptakan diatas bumi ini. Segalanya merupakan
warisan kita bersama. Untuk menciptakan kesejahteraan tersebut, maka harus
ada cara agar benda-benda tersebut dapat dimiliki. Dengan kata lain, individu
dapat memetik kegunaan secara kongkrit apabila dia mempunyai hak atas
benda itu dan pekerjaannya sendiri”.

Konsep ketuhanan dalam kaitannya dengan tanah juga ditegaskan dalam
Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria, lembaran negara 1060-104 atau yang lebih dikenal dengan
UUPA yang berbunyi : “seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk dalam
wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi,

air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia merupakan kekayaan nasional”.

7 Ahmad SodikiKomplik Pemilikan Hak Atas Tanah PerkebunBrisma,1996, him. 4-5
dikutip dari Eddy Pranjotdp, Cit,hlm 2.



Penguasaan tanah di atur secara khusus dalam Pasal 10 ayat (1) UUPA, *
Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian
pada asasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif,
dengan mencegah cara-cara pemerasan”. Asas ini berarti pemilik tanah pertanian
mengerjakan atau mengusahakan sendiri tanahnya dan masih diperbolehkan
menggunakan tenaga buruh tetapi harus dicegah praktek cara-cara pemerasan.
Pemberian upah yang terlampau rendah kepada buruh-tani yang membantu
mengerjakan dan mengusahakan tanah yang bersangkutan
merupakanexploitation de I'homme par 'homfemerupakan cara pemerasan,

yang bertentangan dengan cita-cita keadilan.

Ada lima masalah di bidang pertanahan sebagai mana yang diatur dalam
UUPA yang sering mencuat ke permukaan, yaitu fungsi sosial tanah (Pasal 6),
batas maksimum pemilikan tanah (Pasal 7), pemilikan taizdenteguntai
(Pasal 10), monopoli pemilikan tanah (Pasal 13), dan penetapan ganti rugi tanah
untuk kepentingan umum (Pasal 18). Kelima masalah tersebut yang sering
menimbulkan sengketa atau konflik di masyarakat yang sulit untuk diselesaikan,
terkadang bisa berakibat pada tindak kekerasan. Pesatnya pembangunan di negara
Indonesia, disamping membawa dampak positif yaitu meningkatnya kesejahteraan
masyarakat juga membawa dampak negatif yaitu timbulnya berbagai kejahatan.

Hal ini tentu membuat masalah semakin sulit untuk diseles&ikan.

8 exploitation de I'homme par 'hommartinya penghisapan manusia atas manusia.

° Boedi HarsonoQp,Cit. him. 238-239.

%Kunami, Repormasi Dibidang uu Pertanahan terdapat  dalam
http://kunami.wordpress.com/ 2007/11/06/reformasi-uupa/



Penerapan Pasal 7 UUPA tentang batas maksimum pemilikan tanah,
dalam kenyataannya juga sering dilanggar. Berbagai konflik yang terjadi selama
ini mengindikasikan terjadinya penumpukan pemilikan tanah di satu pihak,
sedangkan di pihak lain, banyak petani yang tidak mempunyai tanah dan
menggarap tanah milik orang lain. Ketidakseimbangan dalam distribusi pemilikan
tanah inilah baik untuk tanah pertanian maupun bukan pertanian yang
menimbulkan ketimpangan baik secara ekonomi, politis maupun sosiologis. Pada
akhirnya, petani lapisan bawah yang memikul beban terberat akibat

ketidakseimbangan distribusi iti.

Dinamika pembangunan mengakibatkan kebutuhan akan tanah semakin
meningkat sedang pada pihak lain persediaan akan tanah terbatas. Sehingga
penambahan untuk kebutuhan yang satu akan mengurangi persediaan tanah untuk
kebutuhan yang lain. Hal ini disamping menimbulkan alih fungsi tanah dari
pertanian ke non pertanian juga meningkatkan harga tanah. Menurut R.K.
Sembiring Meliala bahwa “keadaan seperti itu tadi, ditambah berbagai obyektif
lainnya, seperti beratnya kehidupan ekonomi pada masyarakat lapisan menengah
dan bawah, telah melahirkan berbagai macam bentuk penyimpangan, seperti
masalah percaloan dan bahkan juga apa yang disebut mafidt&uaiysi sosial

tanah berarti hak atas tanah apa pun yang ada pada seseorang, tidak dapat

11 .
Ibid,.
? R.K Sembiring MelialalUpaya Mengenali Permasalahan Tandikutip dari | Wayan
SuandraHukum Pertanahan Indones@ztakan pertama, Jakarta: PT Melton Putra, 1991, him.7.



dibenarkan tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-

mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu merugikan masyarakat.

Salah satu aspek hukum penting dengan diundangkannya UUPA adalah
dicanangkannya Prograbandrefornt* di Indonesia. Secara sepintasdreform
dapat dilihat sebagai suatu gerakan untuk mewujudkan terciptanya pemerataan
dalam pemilikan dan penguasaan tanah utnuk kesejahteraan rakyat. Lebih dari itu,
sebenarnya persoaléandreformberkaitan erat dengan berbagai sektor dari suatu
program pembangunan. Tujuan landreform adalah untuk mempertinggi taraf
hidup dan penghasilan petani penggarap, sebagai landasan pembangunan ekonomi

menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan pantésila.

PengaruhLandreform dan pertanian secara timbal balik, adalah jelas,
karena salah satu tujuarandreformadalah peningkatan produktivitas. Dengan
pemilikan tanah yang luasnya melampaui batas kemampuan untuk digarap,
akhirnya akan mengakibatkan produktivitas menjadi rendah. Lebih- lebih apabila
pemiliknya adalatabsentee landlord§uan tanah), yang tidak menggarap sendiri
tanahnya, tetapi penjagaan dan pengelolaannya diserahkan kepada orang-orang
yang tinggal di daerah itu. Pengolahan tanah tersebut tidak dilakukan secara
intensif, cukup sekedar saja karena biasanya pemilik tersebut mempunyai

pekerjaan lain di tempat ia bertempat tinggal.

13 Boedi HarsonoQp, Cit him. 296.

“ Landreformadalah sebuah upaya yang secara sengaja bertujuan untuk merombak dan
mengubah sistem agraria yang ada dengan maksud untuk meningkatkan distribusi pendapatan
pertanian dan dengan demikian mendorong pembangunan pedesaan.

15 Abdurrahman Tebaran Pikiran Mengenai Hukum Agrari8andung: Alumni, 1985,
him. 59.

'® Effendi PeranginHukum Agraria di Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang
Praktisi Hukum Jakarta : CV. Rajawali, 1986, him. 122.



Pemilikan tanah pertanian secaahsente¥ oleh absentee landlord®
sangat bertentangan dengan semangat  tujuan dicanangkannya program
landreform Akibat dari absenteeini adalah tanah penggarapan menjadi tidak
efesien, termasuk mengawasianya dan pengangkutan hasil-hasilnya. Malahan
keadaan ini dapat menimbulkan penghisapan dari orang-orang kota terhadap
orang desa, baik dengan sistem sewa ataupun bagi*hkailangan pemilikan
tanah absentee ini tertuang dalam Pasal 3a ayat (1) PP No. 41 Tahun 1964 tentang
Perubahan dan Tambahan PP No. 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian

Tanah dan Pembagian Ganti Kerugian, menentukan sebagai berikut :

“Pemilik tanah pertanian yang berpindah tempat atau meninggalkan tempat
kediamannya keluar kecamatan tempat latak tanah itu selama 2 (dua) tahun
berturut-turut, sedang ia melaporkan kepada pejabat setempat yang berwenang,
maka dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak berakhirnya jangka waktu 2
(dua) tahun tersebut di atas ia diwajibkan untuk memindahkan hak milik atas
tanahnya kepada orang lain yang bertempat tinggal di kecamatan letak tanah itu”.

Dalam kenyataannya, sekalipun larangan ini masih berlaku, pemilikan
dan/atau penguasaan tanah pertanian secara aligentaejuga masih terdapat di
beberapa kecamatan di Kabupaten Oku Timur. Di wilayah Kabupaten Oku Timur
masih terdapat tanah pertanian dan masih banyak masyarakatnya yang menjadi
petani, baik sebagai pemilik maupun sebagai petani penggarap. Sehingga secara
yuridis, permasalahan ini terletak pada efektivitas peraturan perundang-undangan

yang mengatur programandreformitu sendiri, yang salah satu asasnya adalah

' Absenteedalah seseorang yang memiliki tanah pertanian tidak berada di kecamatan di
mana tanah pertanian terletak atau pemilikan tanah oleh seseorang yang letaknya di luar
kecamatan tempat tinggal yang empunya.

18 absentee landlordadalah seseorang(tuan tanah) yang memiliki tanah pertanian secara
absentee.

9 A.P. Parlindunganl.endreform Di Indonesia, Suatu Studi PerbandingBandung:
Alumni, 1987, him. 124.



larangan pemilikan tanah secaf@sentefguntai. Sehingga dapat dikatakan bahwa
gagalnyaLandreformkarena larangan pemilikan tanah secabsenteguntai
yang didasarkan pada batas maksimum tanah pertanian tidak dapat dilaksanakan

dengan baik.

Sehubungan dengan yang diuraikan dalam latar belakang, perlu adanya
suatu kajian untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan peraturan larangan
pemilikan tanah pertanian secabsenteeserta penegakan hukumnya terhadap
seseorang yang memiliki tanah pertanian seabsenteeHal ini yang menjadi
dasar penulis untuk melakukan penelitian serta menuangkan dalam bentuk skripsi

yang berjudul :

‘“PELAKSANAAN LARANGAN KEPEMILIKAN TANAH PERTANIAN
SECARA GUNTAI(ABSENTEE) MENURUT PP NO. 224 TAHUN 1961 Jo

PP NO. 41 TAHUN 1964 DI KAB.OKU TIMUR”.

B. RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana pelaksanaan larangan kepemilikan tanah pertanian secara
absenteali Kabupaten Oku Timur?
2. Bagaimana penegakan hukumnya terhadap orang atau seseorang yang

memiliki tanah pertanian secara absemteléabupaten Oku Timur?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah:



1. Untuk mengetahui pelaksanaan peraturan larangan pemilikan tanah secara
absentee di Kabupaten Oku Timur.
2. Untuk mengetahui tentang penegakan hukum terhadapa orang/pelaku

pemilikan tanah pertanian secara absedié&abupaten Oku Timur.

D. TELAAH PUSTAKA

Secara teoritis kepemilikan tanah secatssenteeakan menimbulkan
dampak negatif terhadap produktivitas pertanian. Karena pemilik tanah yang
bersangkutan tidak dapat mengusahakan sendiri tanah pertaniannya, sehingga
berdampak pada kurang optimalnya produksi pertanian. Selain itu juga
memberikan kemungkinan kepada orang-orang kaya baik secara finansial dan
pengetahuan untuk mengusai lahan pertanian yang sangat luas dan menjadikannya
sarana eksploitasi terhadap masyarakat petani yang dianggap kurang pengetahuan
dan miskin. Akibat lanjutannya sudah pasti, yakni terhimpunnya tanah pertanian
dalam kekuasaan tuan tanah dan terjadilah kesenjangan sosial di bidang

penguasaan tanah pertanfan.

Artinya penguasaan tanah pertanian oleh kalangan tertentu saja, apalagi
bukan petani tidak diperbolehkan. Berhubungan dengan itu, perlu pemilik tanah
bertempat tinggal di kecamatan letak tanah tersebut, agar tanah dapat dikerjakan

sendiri sesuai dengan prinsip bahwa tanah adalah untuk tani yang

2 Ady KusnadiOp, Cit him. 11-12.



menggarapnya: Suatu peraturan pemerintah harus dijalankan oleh organ atau
struktur yang benar, akan tetapi itu semua akan berjalan dengan efektif apabila
didukung oleh budaya hukumnya. Dengan demikian teori sistem hukum ini
menganalisa masalah-masalah penerapan substansi hukum, struktur hukum dan
budaya hukum. ketiga komponen inilah yang harus dapat dilaksanakan di dalam

eksistensi pelarangan kepemilikan tanah secara absentee

Dapat diketahui bahwa timbulnya larangan kepemilikan tanah secara
absentee secara filosofis merupakan suatu perlindungan hukum terhadap
kepentingan petani yang relatif lemah jika berhadapan dengan pemilik modal
yang melihat tanah sebagai faktor produksi s8@mangat menentang strategi
kapitalisme dan kolonialisme serta sekaligus menentang strategi sosialisme yang
dianggap meniadakan hak-hak individual atas tanah di sisi lain menjadi landasan

ideologis dan filosofis pembentukan UUPA.

Dalam Penjelasan Umumnya, dinyatakan dengan jelas bahwa tujuan
diberlakukannya UUPA adal&h:

a. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang
akan merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan
keadilan bagi negara dan rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil
dan makmur;

b. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan
dalam hukum pertanahan;

c. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai
hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

2L | Nyoman Budi jayaTinjauan Yuridis Tentang Redistribusi Tanah Pertanian Dalam
Rangka Pelaksanaan Landrefarifogyakarta: Liberty, 1989, him. 31.
22 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar

Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Penjelasan Umum Angka I.
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Kepemilikan tanah pertanian secaedbsenteeini masih terjadi di
masyarakat, ini diakibatkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum,

khususnya hukum pertanahan.

Larangan pemilikan tanah secaasentedberpangkal pada dasar hukum
yang terdapat dalam Pasal 10 ayat (1) UUPA, yaitu: Setiap orang dan badan
hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnya
diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan

mencegah cara-cara pemerasan.

Untuk melaksanakan amanat UUPA, maka Pasal 3a ayat (1) PP No. 41
tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan PP no. 224 tahun 1961 tentang
Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pembagian Ganti Kerugian, menentukan

sebagai berikut :

“Pemilik tanah pertanian yang berpindah tempat atau meninggalkan tempat
kediamannya keluar kecamatan tempat latak tanah itu selama 2 (dua) tahun
berturut-turut, sedang ia melaporkan kepada pejabat setempat yang berwenang,
maka dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak berakhirnya jangka waktu 2
(dua) tahun tersebut di atas ia diwajibkan untuk memindahkan hak milik atas
tanahnya kepada orang lain yang bertempat tinggal di kecamatan letak tanah itu”.

Selanjutnya Pasal 3d PP No. 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan
Tambahan PP No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan
Pembagian Ganti Kerugian menentukan : Dilarang untuk melakukan semua
bentuk memindahkan hak baru atas tanah pertanian yang mengakibatkan pemilik
tanah yang bersangkutan memiliki bidang tanah di luar Kecamatan di mana ia

bertempat tinggal.
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Dengan demikian, terdapat beberapa esensi yang merupakan ketentuan

dari absenteeantara lain :

1. Tanah-tanah pertanian wajib dikerjakan atau diusahakan sendiri secara

aktif.

2.  Pemilik tanah pertanian wajib bertempat tinggal di Kecamatan tempat

letak tanahnya.

3. Pemilik tanah pertanian yang bertempat tinggal di luar Kecamatan tempat
letak tanahnya, wajib mengalihkan hak atas tanahnya atau pindah ke

Kecamatan letak tanah tersebut.

4. Dilarang memindahkan atau mengalihkan hak atas tanah pertanian kepada
orang atau badan hukum yang bertempat tinggal atau berkedudukan di

luar Kecamatan tempat letak tanahnya.

5. Larangan pemilikan tanah secambsenteehanya mengenai tanah

pertanian.

Sedangkan yang dimaksud tanah pertanian dijelaskan dalam Instruksi
Bersama Mentri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan Mentri Agraria
tanggal 5 januari 1961 No. Sekra 9/1/12 sebagai berikut: “tanah pertanian ialah
juga semua tanah perkebunan, tambak untuk perikanan, tanah tempat
pengembalaan ternak, tanah belukar bekas ladang, dan hutan yang menjadi tempat
mata pencaharian bagi yang berhak”. Pada umumnya tanah pertanian adalah

semua tanah yang menjadi hak orang selain tanah untuk perumahan dan

12



perusahaan. Bila atas sebidang tanah luas berdiri rumah tempat tinggal seseorang,
maka pendapat setempat itulah yang menentukan, berapa luas yang dianggap

halaman rumah dan berapa yang merupakan tanah pertanian.

Sebelum berlakunya PP No. 224 Tahun 1961, mengenai pemilikan
tanah pertanian secaedbsenteetidak dilarang. Baru sesudah berlakunya PP
No. 224 / 1961 pada tanggal 24 September 1961 adanya larangan pemilikan
tanah pertanian secaabsentee Untuk itu kepada pemilik tanah pertanian
absentee dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal 24 September 1961
wajib mengalihkan hak atas tanahnya kepada orang lain di kecamatan
tempat letak tanah yang bersangkutan atau pindah ke kecamatan tersebut
(Pasal 3 ayat (1) PP No. 224 Tahun 1961) bahwa kenyataan jangka waktu
6 bulan untuk mengalihkan tanah — tanah pertangdosenteeitu tidak
cukup, maka oleh  Menteri  Agraria diambil  kebijaksanaan untuk
memperpanjangnya hingga tanggal 31 Desember 1962 (Keputusan Menteri

Agraria No. SK.VI/6/Ka/1962).

Tentu saja, dilarang semua bentuk pemindahan hak milik atas tanah
pertanian yang menimbulkan pemilikan secabsentedPasal 3 ayat (1) PP.
No. 224/1961 dan Pasal 3d PP No. 41 / 1964). Pemilikan tanah pertanian
absenteeada perkecualiannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat(1)
PP No. 4 tahun 1977 tentang Pemilikan Tanah Pertanian SkloseateeBagi

Para Pensiunan Pegawai Negri, yaituterhadap Pemilik yang bertempat

> Boedi HarsonoHukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum
Tanah Edisi 2007. Jakarta: Djembatan, 2007, him..508
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tinggal di kecamatan yang berbatasan dengan kecamatan tempat letak tanah
yang bersangkutan berdasarkan pertimbangan paénreform Daerah
Tingkat Il dinilai efisien untuk mengerjakan tanah tersebut. Pegawai negeri
dan Pensiunan pegawai negeri juga terhadap janda pegawai negeri dan janda
pensiunan pegawai negeri seluas 2/5 dari luas maksimum untuk Daerah
Tingkat Il yang bersangkutan. Mereka yang sedang menjalankan tugas Negara,
menunaikan kewajiban agama atau mempunyai alasan khusus lainnya yang dapat
diterima pada waktu itu oleh Menteri Agraria (sekarang Kepala Kantor Badan
Pertanahan Nasional). Jadi secara teoritis, larangan pemilikan tanah secara
absenteeselalu terkait erat dengaandreformsebagai suatu upaya memperbaiki
nasib petani. Pemilikan tanah oleh orang-orang yang bukan petani, dan yang

dimiliki secara absentdmarus ditiadakaf’

Tujuan larangan pemilikan tanah pertanian seabs®nteeini sesuai
dengan tujuarlandreform yang sudah dilaksanakan di berbagai negara untuk
menghapuskan sisteaisentee/absenty landlord yang merugikan buruh tani serta
memperbaiki hubungan kerja antara pemilik tanah dengan penggarapnya. Tujuan
mengenai diadakannya progrdemdreform dapat diklasifikasikan menjadi dua
(2) bagian, yaitu tujuan secara umum dan tujuan secara KiiuSaesara umum,
tujuanlandreformadalah untuk mempertinggi taraf hidup dan penghasilan petani

penggarap, sebagai landasan pembagunan ekonomi menuju masyarakat adil dan

2 Ady KusnadiOp, Cit, him 13.
| Nyoman Budi jayaQp, Cit him 11.
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makmur berdasarkan pancasfiaSecara khusus tujudandreformdi Indonesia

dapat dilihat?’

1. Langsung : Pemerataan Hak Atas Tanah kepada sebanyak mungkin petani
dengan cara membagikan kembali tanah luas milik tuan tanah kepada orang
yang tidak menggarap tanah itu.

2. Tidak langsung : Untuk meniadakan keresahan sosial yang ada di daerah
pertanian yang disebabkan oleh penguasa tanah untuk segolongan kecil

manusia yang tidak menggarap sendiri tanahnya.

Tanah-tanah pertaniaabsenteedalam rangka pelaksanaan program
landreformyang terkena PP No. 224/1961 dan PP No. 41/ 1964, oleh pemerintah
diredistribusikan kepada rakyat yang membutuhkan, dan kepada bekas pemilik
tanah pertanian secaadsentealiberikan ganti kerugian. Serta untuk mencegah
terjadinya penyelundupan pemilikan tanah pertanian setmsentegpemerintah
berupaya untuk melakukan tindakan preventif dan refresif. Dengan menggunakan
asas tanah pertanian untuk petani dengan larangan pemilikan tanah pertanian
secaraabsenteelebih memungkinkan untuk meningkatkan produktivitas tanah
pertanian, dan menghindarkan petani dari pemeradaplpitasi)kalangan tuan

tanah.

’® Effendi PeranginHukum Agraria di Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang
Praktisi Hukum Jakarta : CV. Rajawali, 1986, him .122.

27 Yodi Martono WahyunadiPelaksanaan Landreform Tentang Larangan Pemilikan
Tanah Pertanian Secara Absentbtagister Hukum FH UNAIR, Bahan Kuliah Politik Agraria
dan Pertanahan, 2002.
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E. METODE PENELITIAN
1. Objek Penelitian
Pelaksanaan Larangan Pemilikan Tanah Pertanian S&loseateéMenurut
PP No. 224 Tahun 1961 Jo PP No. 41 Tahun 1964 di Kabupatan Ogan Komering
Ulu Timur.
2. Subjek Penelitianrésponden)
Adapun beberapa nara sumber yang akan diminta pendapat, imformasi dan
keterangannya terhadap masalah yang diteliti, yaitu :
a. Pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Oku Timur
- Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan.
- Kepala Sub. Bagian Tata Usaha.
b. Pejabat Kantor Kecamatan (minimal di 2 (dua) wilayah kecamatan)
- Camat dan/atau Sekertaris Camat
c. Kepala Desa dan Pejabat struktural di desa pada kecamatan tempat peneliti
melakukan penelitian,
d. Orang-orang atau Pejabat yang bisa diminta keterangannya sesuai dengan
kompetensinya dan kepakarannya,
e. Masyarakat yang bertempat tinggal di kecamatan tempat peneliti
melakukan penelitian.
3. Sumber Data
Sumber data penelitian yang terdiri dari :

a. Data primer yang diperoleh dari lapangaeld research)
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b. Data sekunder yang diperoleh dari dokumentésiafy research),
yaitu:
- Peraturan Perundang-undangan.
- Hasil penelitian, Buku, Surat Kabar dan lain-lain
4. Teknik Pengumpulan Data
Untuk mendapatkan data penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian,
peneliti menggunakan teknik pengumpulan data, sebagai berikut:
- Untuk mendapatkan data primer, peneliti melakukan penelitian empiris
menggunakan teknik wawancara dan pengamatan langsung ke daerah
tampat penelitian.
- Untuk mendapatkan data sekunder, peneliti akan melakukan studi
pustaka. Dengan menelusuri dan mengkaji peraturan perundang-undangan
atau literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan penelitian.
5. Pendekatan yang digunakan

Pendekatan ialah sudut pandang yang digunakan peneliti untuk dalam
memahami permasalahan penelitian, sehingga pendekatan yang digunakan oleh
peneliti dalam meniliti permasalahan ini ialah pendekatan perundang-undangan
yang menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan
isu hukum yang sedang diteliti.
6. Pengolahan dan Analisis Data

Untuk mengolah data, peneliti akan menggunakan teknik analisis
kuantitatif dengan bantuan tabulasi sederhana. Data tersebut kemudian akan

dijelaskan secara dekriptif kualitatif.
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BAB II.

TINJAUAN UMUM LANDREFORM DAN PEMILIKAN TANAH

PERTANIAN SECARA ABSENTEE

A. LANDREFORM

1. Sejarah Landreform

Tonggak sejarah reforma agraria sudah dimulai dari masa ke masa dari

abad sebelum masehi, di mulai dari :

a. Yunani Kuno (sekitar tahun 549 SM)
Pada masa pemerintahan Solon (sekitar tahun 549 SM) berusaha dilakukan
reforma agraria dengan dikeluarkannya undang-undang ag&eisahtheia).
UU ini dikeluarkan karena menghadapi kemungkinan terjadinya pemberontakan
hektemof di mana tujuan Undang-undang ini adalah membebaskamgitemor
dari hutang, dan sekaligus membebaskannya dari status mereka sebagai budak
dibidang pertanian.
b. Romawi Kuno (sekitar tahun 134 SM)
Reforma agrarian yang dilakukan di Roma juga untuk mencegah
terjadinya pemberontakan namun tujuannya adalah mengangkat rakyat kecil,

dengan cara melakukan redistribusi tanah-tanah milik urimerius Gracchus

! Heryanti, Sejarah Reforma Agraria Dunia Dan Pengaruhnya Terhadap Reforma
Agraria  Di  Indonesia terdapat dalam _ http://jurnal.unhalu.ac.id/download/heryanti
ISEJARAH%20REFORMA%20AGRARIA%20DUNIA%20DAN%20PENGARUHNYA%20TE
RHADAP%20REFORMA%20AGRARIA%20DI%20INDONESIA.pdf

2 Hektemoryaitu petani miskin yang menjadi penyakap atau penggarap pada tanah
gadaian atau bekas tanahnya sendiri yang telah digadaikan pada orang kaya.
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(anggota DPR tahun 134 SM) berhasil menggolkan Undang-undang Adearia (
agrarian) yang intinya berupa penetapan batas maksimum penguasaan tanah.
Tanah kelebihan (yaitu kelebihan dari batas maksinatiiahdia) harus
diserahkan kepada negara (dengan ganti rugi) dan kemudian dibagikan kembali
kepada petani kecil ataupun tunakisma.

c. Revolusi Prancis (1789)

Ini merupakan gerakan reforma agraria besar-besaran yang terjadi pertama
kali pada jaman modern yang bersamaan dengan terjadinya Revolusi Perancis
(1789). Sistem penguasaan tanah feodal dihancurkan. Tanahnya dibagikan kepada
petani dan petani budak dibebaskan. Kesan abadi yang ditinggalkan oleh Revolusi
Perancis dalam hal reforma agraria adalah dua hal yang menjadi tujuan
pembaharuan, yaitu :

1. Membebaskan petani dari ikatan tuan-budakrflon) dari sistem
feodal.

2. Melembagakan usaha tani keluarga yang kecil-kecil sebagai satuan
pertanian yang dianggap ideal. Gagasan ideal reforma agraria di Perancis
ini membawa pengaruh luas keseluruhan Eropa terutama Eropa Barat dan
Utara. Tahun 187@hon StuartMill membentukLand Terune Reform
Association yang banyak mendorong dilakukannya pembaharuan di
Inggris dimana feodalisme digantikan dengan sistem penyakapan
(tenancy. Bulgaria merupakan contoh negara yang telah lebih dahulu
melakukan pembaharuan agraria sekitar seratus tahun yang lalu (1880-

an) yaitu pembaruan yang komprehensif, bukan safdistribitive
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landreform tetapi mencakup pula secara terpadu program-program
penunjangnya seperti koperasi kredit, tabungan terpusat untuk
kepentingan pengolahan, pabrik kalengan dan juga pembinaan usaha tani
intensif.

d. Rusia

Sekitar tahun 1906- 1911 lahir pembaharuan yang dikenal d&tgipin
Reforms intinya petani dibebaskan dari komune-komune dan menjadi pemilik
tanah secara bebas, sehingga terjadi kesenjangan yang tajam antarkagatani
(kulak dan para tunakisma. Berhasilnya kaum komunis meretkiasaan di
Rusia melalui Revolusi tahun 1917 telah memberikan ciri ragi&eh reforma
agraria Uni Soviet, yaitu :

1. Hak pemilikan tanah pribadi dihapuskan;

2. Penyakapan atau tena@ewa, bagi hasil, gadai dan sebagainya) dilarang;

3. Penguasaan tanah absentee dilarang;

4. Hak garap dan luas hak garapan ditentukan atas dasar kriterium seluas
kemampuan seorang petani telah benar-benar menggarap tanah itu;

5. Menggunakan buruh upahan dilarang.

Dari berbagai zaman dan pengalaman sejarah dunia ternyata ketidak
seimbangan pemilikan tanah (agraria) yang paling banyak menimbulkan masaalah
dan penyengsaraan rakyat. Sebaliknya indikasi sejahtera tidaknya rakyat disuatu
negara sangat ditentukan oleh adanya pemerataan pemilikan dan penguasaan

agraria tersebut.
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Secara spesifik lagi Iman Soetijkno mengungkapkan bahwa majunya suatu
negara selalu (umumnya) didahului atau disertai dengan perombakan struktur
agrarianya yang berat sebelah, dalam arti adanya segolongan manusia
menguasai/memiliki tanah di satu pihak, dan adanya segolongan besar manusia
yang hidup dari bercocok tanam, tetapi tidak mempunyai tanah atau hanya
mempunyai tanah sempit. Sebagai contoh :

1. Di Mexico pada tahun 1859 oleh juarez, semua tanah gereja disita kemudian
dibagi-bagi pada petani. Tapi baru berhasil pada tahun 1910 yaitu adanya
Agraria Revolution, yang berakibat adanya perubahan besar-besaran
mengenai struktur agraria.

2. Sebelas negara di Eropa, 60 juta hektar tanah yaitu 11% dari luas seluruh
wilayah negara-negara itu disita atau dibeli oleh pemerintah masing-masing
dari tangan tuan-tuan tanah, bangsawan, raja maupun gereja dan kemudian
dibagi-bagikan kepada petani yang tidak mempunyai tanah.

3. Di Chekoslovakia, 10 juta hektar tanah disita, seperdua dibagi-bagikan
kembali kepada petani kecil atau petani yang tidak mempunyai tanah
selebihnya tetap dikuasai negara untuk kepentingan umum.

Melihat program pembaruan agraria yang dilakukan oleh berbagai negara
di dunia tersebut, Indonesia nampaknya kurang belajar dari sejarah agraria
tersebut. Banyak dokumen baik sebelum maupun setelah masa penjajahan

menunjukan bahwa ternyata penumpukan pemilikan dan penguasaan tanah pada

% Iman Sutiknyo,Politik Agraria Nasional Yogyakarta: Gajah Mada University Press,
1990. him. 113.
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segolongan kecil selalu berulang dan baru disadari setelah terjadi tuntutan-
tuntutan, bahkan pemborontakan rakyat.

Indonesia merupakan sebuah negara yang sedang berkembang dengan
srtuktur perekonomian yang bercorak agraris. Hal ini ditandai dengan kenyataan
sebagian besar dari penduduk Indonesia bermata pencaharian di bidang pertanian
baik sebagai petani yang memiliki tanah maupun sebagai petani penggarap (buruh
tani). Dengan demikian untuk dewasa ini maupun di masa-masa mendatang, tanah
merupakan faktor yang sangat penting bagi kelangsungan hidup bangsa. Masalah
yang paling mendasar yang dihadapi bidang pertanahan adalah suatu kenyataan
bahwa persedian tanah yang selalu terbatas sedangkan kebutuhan manusia akan

tanah selalu meningkat.

Faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan tanah

adalah?

a. Pertumbuhan penduduk;

b. Meningkatnya kebutuhan penduduk akan ruang sebagai akibat peningkatan
kualitas hidup;

c. Meningkatnya fungsi kota terhadap daerah sekitarnya;

d. Terbatasnya persediaan tanah yang langsung dapat dikuasai atau
dimamfaatkan;

e. Meningkatnya pembangunan.

* Rusmadi MuradAdministrasi Pertanahan, Pelaksanaannya Dalam PrakBsindung:
Mandar Maju, 1997. him. 8.
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Sesuai dengan pola umum pembangunan jangka panjang, seperti yang
telah di tegaskan dalam ketetapan MPR RI No. [I/MPR/1988 tentang garis-garis
besar haluan negara, dalam pelita kelima prioritas diletakkan pada pembangunan

bidang ekonomi dengan titik berat pata :

a. Sektor pertanian untuk memantabkan swasembada pangan dan meningkatkan
produksi lahan pertanian lainnya;

b. Sektor industri khususnya industri yang menghasilkan untuk ekspor, industri
yang banyak menyerap tenaga kerja, industri pengolahan hasil pertanian, serta

industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri.

Dalam rangka mewujudkan struktur ekonomi yang seimbang antara industri dan

pertanian baik dari segi nilai tambah maupun dari segi penyerapan tenaga kerja.

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia tanah mempunyai arti dan
kedudukan yang amat penting di mana setiap kegiatan pembangunan selalu
memerlukan tanah. Oleh karna itu dalam setiap repelita masalah tanah selalu
mendapat perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh. Berbagai upaya dan
langkah telah ditempuh selama ini untuk mengendalikan penggunaan,
penguasaan, pemilikan serta pengalihan hak atas tanah, untuk menunjang berbagai
kegiatan pembangunan dan memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi

rakyat Indonesia.

Upaya Pemerintah Indonesia untuk membentuk hukum agraria nasional

yang akan menggantikan hukum agraria kolonial, yang sesuai dengan Pancasila

® | Nyoman Budi Jayap, Cit him. 1
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dan UUD 1945 sudah dimulai pada tahun 1948 dengan membentuk kepanitian
yang diberi tugas menyusun Undang-Undang Argraria. Setalah mengalami
beberapa pengantian kepanitian yang berlangsung selama 12 tahun sebagai suatu
rangkaian proses yang cukup panjang, maka baru pada tanggal 24 September
1960 pemerintah berhasil membentuk Hukum Agraria Nasional, yang dituangkan
dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok

Agraria.

Dengan lahirnya Undang-Undang No. 5 tahun 1960 mengenai Undang-
Undang Pokok Agraria sebagai implementasi dari Pasal 33 ayat 3 UUD 1945,
maka terciptalah unifikasi dalam bidang hukum agraria di Indonesia dan
menghapuskan dualisme hukum yang terdapat di masa kolonial di mana peraturan

yang berlaku didasarkan pada hukum adat dan hukum°®barat.

UUPA selain merupakan politik hukum pertanahan yang baru bagi bangsa
Indonesia juga merupakan titik tolak perombakan srtuktur pertanahan yang
disebutlandreformdi Indonesia. Istilattendreformpada mulanya dicetuskan oleh
Lenin dan banyak digunakan di negara komunis atau negara blok timur dengan
adagiumland to the tillef untuk memikat hati rakyat dan petani yang menderita

karena tekanan landlord, untuk kepentingan politis di negara tefsebuit.

® Hustiati, Agrarian Reform Di Philipina Dan Perbandingannya Dengan Landreform Di
IndonesiaBandung : Maju Mundur, 1990. him. 28.

’Land to the tilleradalah tanah hanya untuk petani dan para petani dilindungi haknya dan
diberikan suatu upaya untuk mempertahankan haknya dan dibekali kekuatan politik bahwa mereka
adalah salah satu sokoguru ekonomi Indonesia.

8 Urip SantosoOp, Cit him. 50.
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Di Indonesialandreformyang dimaksud tidak sama dendandreform
di negara komunid.andreformindonesia bukan hanya untuk kepentingan politis
saja tapi juga merupakan pengertian tehnis. Selaitantdreform dilaksanakan
bukan hanya untuk kepentingan negara atau golongan tertentu saja tetapi
ditujukan untuk memberi kemakmuran bagi rakyat baik secara individual maupun
bersama dengan cara mengakui adanya hak milik perorangan, sedangkan
landreformdi negara komunis adalah semata-mata untuk kepentingan®paitai.

dikarenakan UUPA itu berdasarkan Pancasila, maka Ul9PA:

a. Tidak menganut sistem hak privat saja seperti halnya negara-negara blok barat
(individualistis kapitalistis).

b. Tidak menganut sistem hak kolektif saja seperti halnya negara-negara blok
timur (komunis).

c. Mendasarkan diri pada sifat hakikat kodrat manusia sebagai individu dan
makhluk sosial, oleh karena itu mengenal hak-hak privat maupun hak kolektif
dalam mengatur hubungan manusia dengan tanah, mementingkan kerja sama,
kooperasi, gotong royong, mencegah pemerasan dan melindungi golongan

yang ekonomis lemah (Pasal 11, 12, dan 13 UUPA).

2. Pengertian Landreform

Secara harafiah perkdtndreformberasal dari bahasa inggris yaitand

artinya tanah dareform artinya perombakan atau perubahaemdreformberarti

? Ibid.
1% |man SutiknyoOp, Cit him. 43.
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perombakan terhadap struktur pertanahan, akan tetapi sebenarnya yang
dimaksudkan bukan hanya perombakan terhadap hubungan manusia dengan
tanah, hubungan manusia dengan manusia berkenaan dengan tanah guna
meningkatkan penghasilan petani. Perombakan ini sifatnya mendasar dan bukan

tambal sulant?

A.P. Parlindungan menyatakan bahlaadreform bertujuan luas dan di

kalangan dunia internasionandreformitu bermakna®?

1. Perubahan hubungan antara manusia dengan tanah, contohnya ialah bahwa
petani itu berhak mempunyai tanah sendiri dan dikembangkan agar petani itu
mempunyai tanah milik.

2. Perubahan dan perlindungan petani penggarap dari tuan tanah atau
penghapusan petuan tanahan, misalnya dengan menuntukan suatu bagian
tertentu yang harus diberikan kepada tuan tanah dalam bagi hasil, sehingga
hasil jerih payah petani itu dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan
keluarganya atau untuk hidup layak di masa yang akan datang dan
perlindungan ini disertai dengan sanksi pidana yang tegas. Malahan lebih baik
lagi kalao tuan tanah yang tinggal di kota tidak dibolehkan lagi mempunyai
tanah pertanian di desa.

3. Larangan memiliki tanah yang luas yang disebut juga dengan larangan

latifundia.

1 Hustiati, Loc, Cit. Lihat juga mengenai pengertidandreform menurut Effendy
Perangin dalam bukuny®1 pertanyaan dan jawaban tentang hukum agraria
2 A P. Parlindunganineka Hukum AgrariaBandung: Alumni,1986. him. 8.
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4. Laranganabsenteeismatau guntai yang berarti bahwa tidak diperkenangkan
orang mempunyai tanah pertanian jika tidak digarap sendiri baik karena ia
bertempat tinggal di luar lokasi tanah pertanian ataupun ia sama sekali tidak
mengerjakan tanah itu dan menyewakannya atau menyuruh orang lain
mengerjakannya.

5. Penetapan suatu celling bagi kemilikan, yang bertujuan untuk mencegah
terjadinyalatifundia atau mencegah penumpukan tanah di tangan satu orang

yaitu tuan tanah yang menguasai hidup orang banyak.

Kemudian Boedi Harsono telah membedakan secara tegas antara
landreform dalam arti luas dengalandreform dalam arti sempitLandreform
dalam arti luas disebut dengagraria reform Adapun argraria reform di

Indonesia meliputi lima program atau panca program yaitu :

1. Pembaharuan hukum agraria

2. Penghapusan hak-hak asing dan konsepsi kolonial atas tanah.

3. Mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur.

4. Perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan
hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah.

5. Perencanaan persedian, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya secara berencana sesuai

dengan daya kesanggupan dan kemampuannya.

Sedangkan prograniandreform dalam arti sempit hanya mencakup

program keempat saja, sekalipun menurut belaiu ada kalanya kelima program di
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atas dicakup juga dalam pengertiandreform®® Dari beberapa pendapat yang
telah dikemukan di atas, dapatlah diketahui batavalreform adalah Suatu
pembaharuan hukum mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta di
dalamnya terdapat ketentuan-ketentuan adimistrasi pertanahan yang dilaksanakan
sesuai dengan kepentingan umum guna mencapai masyarakat yang adil dan

makmur.
3. Tujuan Landreform

Bung Karno dalam Pidato JAREK (Jalannya Revolusi Kita, yaitu Pidato
Presiden tanggal 17 Agustus 1960), menyatakan batw&evolusi Indonesia
tanpaLandreformadalah sama saja dengan gedung tanpa alas, sama saja dengan
pohon tanpa batang, sama saja dengan omong besar tanpa isi.... Gembar-gembor
tentang Revolusi, Sosialisme Indonesia, Masyarakat Adil dan Makmur, Amanat
Penderitaan Rakyat, tanpa melaksanakamdreformadalah gembar-gembornya

tukang penjual obat di pasar Tanah Abang atau di Pasar Senen”.

Untuk mengetahui apakah tujudandreform yang diselenggarakan di
Indonesia itu, baiklah dikutip bagian-bagian yang bersangkutan yang
bersangkutan dari usul Dewan Pertimbangan Agung, Pernyataan Mentri Agraria
Sadjarwo, Pidato JAREK dan Ketetapan MPRS, semuanya dikemukakan atau

ditetapkan menjelang berlakunya UUPA dalam tahun1960. Kemudian akan

13 Abdurrahman,Beberapa Masalah Tentang LandreforBanjarmasin: Pusat Studi
Hukum Tanah Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 1980. HIm. 2 Dikutip Dari
Hustiati Op, Cit.hlm. 33.

14 Bagus rasjidKepemilikan Tanah Absentee Dan Landreform Di IndonéBidapat
dalam http://denbagusrajid.wordpress.com/2010/09/04/kepemilikan-tanah-absentee-dan-
landreform-dilndonesia/.
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dikutip pula bagian dari Statement Politik Ekonomi Dalam Negri yang
dikemukakan oleh Wakil Perdana Mentri Bidang Ekubang Sri Sultan Hamengku
Buwono IX pada tanggal 12 April 1966 dan Breifing Umum Mentri Dalam Negeri

Amirmachmud tanggal 3 Juli 1973.

Dewan Pertimbangan Agung dalam usulnya tentang perombakan hak
tanah dan penggunaan tanah menyatakan, bdamdreform bertujuan: agar
masyarakat adil dan makmur dapat terselenggara dan khususnya taraf hidup petani
meninggi dan taraf hidup seluruh rakyat jelata meningkat. Selanjlaingrseform
bertujuan untuk memperkuat dan memperluas pemilikan tanah untuk seluruh
rakyat indonesia, terutama kaum t&hPerombakan hukum agraria kolonial dan
penyusunan hukum agraria nasional berjalin erat dengan sejarah perjuangan
bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari cengkraman, pengaruh dan sisa-sisa
penjajahan, khususnya perjuangan rakyat tani untuk membebaskan diri dari
kengkangan-kengkangan sistem feodal atas tanah dan pemerasan kaum modal
asing'’ ltulah sebabnya makiandreformdi Indonesia tidak dapat terpisahkan
dengan Revolusi Nasional Indonesia. Selanjutnya dikatakan, bahwa tujuan

landreformdi Indonesia ialat®

a. Untuk mengadakan pembagian yang adil atas sumber penghidupan rakyat

tani yang berupa tanah, dengan maksud agar ada pembagian hasil yang

* Boedi HarsonoHukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang
Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannykakarta : Djambatan, 2005, him.364.
16 .
Ibid.
' Pidato Mentri Agraria Sadjarwo tanggal 12 September 1960 dalam Sidang Pleno DPR-
GR dalam mengantarkan RUU Pokok Agraria.
18 .
Ibid.
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adil pula, dengan merombak struktur pertanahan sama sekali secara
revolusioner, guna merealisir keadilan sosial;

b. Untuk melaksanakn prinsip: tanah untuk petani, agar tidak terjadi lagi
tanah sebagai objek spekulasi dan objek (maksudnya : alat) pemerasan;

c. Untuk memperkuat dan memperluas hak milik atas tanah bagi setiap
warga-negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita, yang berfungsi
sosial. Suatu pengakuan dan perlindungan terhadap privat bezit, yaitu hak
milik sebagai hak yang terkuat, bersifat perorangan dan turun temurun,
tetapi berfungsi sosial;

d. Untuk mengakhiri sistem tuan-tanah dan menghapuskan pemilikan dan
penguasaan tanah secara besar-besaran dengan tak terbatas, dengan
menyelenggarakan batas maksimum dan minimum untuk setiap keluarga.
Sebagai kepala keluarga dapat seorang laki-laki atau wanita. Dengan
demikian mengikis pula sistem liberalisme dan kapitalisme atas tanah dan
memberikan perlindungan terhadap golongan ekonomi lemah;

e. Untuk mempertinggi produksi nasional dan mendorong terselengaranya
pertanian yang intensif secara gotong-royong dalam bentuk koperasi dan
bentuk gotong-royong lainnya, untuk mencapai kesejahteraan yang merata
dan adil dibarengi dengan sistem perkreditan yang khusus ditujukan untuk

golongan tani.

Effendi Perangin menyatakan bahwa: tujuandreform adalah untuk

mempertinggi taraf hidup dan penghasilan petani penggarap, sebagai landasan
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pembagunan ekonomi menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan

pancasild?’

Berdasarkan pendapat-pendapat yang telah disebutkan, maka tujuan
landreformdi Indonesia diarahkan agar dapat mencapai 3 (tiga) aspek sekaligus,

yaitu 2°
a. Tujuan Sosial Ekonomis :

1. Memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan memperkuat hak

milik serta memberi isi dan fungsi sosial pada hak milik.

2. Memperbaiki produksi nasional khususnya sektor pertanian guna

mempertinggi penghasilan dan taraf hidup rakyat.
b. Tujuan Sosial Politis :

1. Mengakhiri sistem tuan tanah dan menghapuskan pemilikan tanah yang

luas.

2. Mengadakan pembagian yang adil atas sumber-sumber penghidupan
rakyat tani berupa tanah dengan maksud agar ada pembagian hasil

yang adil.

c. Tujuan Mental Psikologis

19 Effendi PeranginHukum Agraria di Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang
Praktisi Hukum Jakarta : CV. Rajawali, 1986, him .122.
2| Nyoman Budi JayaDp.cit, him . 11.



32

1. Meningkatkan kegairahan kerja bagi para petani penggarap dengan jalan

memberikan kepastian hak mengenai pemilikan tanah.

2. Memperbaiki hubungan kerja antara pemilik tanah dengan

penggarapnya.

Dengan pelaksanadandreform diharapkan agar ketidakseimbangan dan
kelemahan-kelemahan yang terjadi selama ini dapat diperbaiki dan akhirnya akan

tercapailah masyarakat yang adil dan makmur yang dicita-citakan.
4. Objek Landreform

Tanah-tanah yang menjadi obykndreform yang akan diredistribusikan
pada petani penggarap menurut ketentuan Pasal 1 PP No. 224 Tahun 1961,

meliputi %

a. Tanah-tanah selebihnya dari batas maksimum sebagaimana yang dimaksud
dalam Undang-undang Nomor 56 Prp Tahun 1960;

b. Tanah-tanah yang diambil oleh pemerintah, karena pemiliknya bertempat
tinggal di luar daerah kecamatan letak tanahnya atau karena pemilikan tanah
absenteguntai menyebabkan:

1. penguasaan tanah yang tidak ekonomis,
2. Menimbulkan sistem penghisapan
3. Ditelantarkan
c. Tanah-tanah swapraja dan bekas swapraja yang dengan berlakunya ketentuan

UUPA menjadi hapus dan beralih kepada Negara.

2| Nyoman Budi Jayd,oc, Cit.
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Tanah-tanah lain yang langsung dikuasai oleh Negara misalnya bekas tanah
partikelir, tanah-tanah dengan Hak Guna Usaha yang telah berakhir

waktunya, dihentikan atau dibatalkan.

Tanah-tanah lain, tidak termasuk di dalamnya tanah-tanah wakaf dan tanah-

tanah untuk peribadatan.

Tanah-tanah obyekandreform sebelum dibagi-bagikan kepada petani

penggarap, terlebih dahulu dinyatakan sebagai tanah-tanah yang dikuasai

langsung oleh Negara.

A.P Parlindungan menjabarkan mengenai obgldreform itu sendiri,

sebagai berikuf?

TTQ@ToR0Tw

Melarang adanya tanah absentee

Melarang adanya pemilikan tanah luhaat{fundia).

Memantabkan bagi hasil.

Memantabkan buruh tani.

Menetapkan ceilling (Batas tertinggi) yang boleh memiliki lahan pertanian.
Mengatur irigasi.

Ekstensifikasi dan intensfikasi tanah pertanian.

Kredit pertanian

Mendistribusikan/membagi tanah kepada para petani sehingga minimal bisa
hidup dari usaha pertaniannya.

Para buruh tani diusahakan mendapatkan lahan pertanian (bandingkan di
Indonesia dengan transmigrasi dan permukimam kembali).

Tuan-tuan tanah dipaksa beralih ke bidang industri ( catatan penulis di negara-
negara komunis mereka dianggap musuh rakyat dan perlu ditiadakan dan
tanah-tanahnya disita negara).

Pemindahan buruh tani yang tidak mendapat tanah menjadi buruh industri.

. Tanah pertanian oleh pemerintah dibimbinng agar tanahnya lebih produktif,

dengan berbagai penyuluhan, penggunaan pupuk dan pestisida sehingga
pertanian tersebut mampu menjadi tulang punggung perekonomian negara.

. Melarang pemecahan ataupun pengkaplingan tanah pertanian.

2 A.P. ParlindungariKomentar Atas Undang-Undang Pokok Agrafandung: Mandar

maju, 1998. him. 80.
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0. Mendorong para petani membentuk kelompak usaha tani, baik dengan bentuk
koperasi atau bentuk gotong-royong lainnya.

5. Program Landreform

Salah satu aspek terpenting dengan lahirnya UUPA ialah dicanangkannya

program landreformProgram Landreform melipufi®;

1. Pembatasan luas maksimum penguasaan tanah.

2. Larangan pemilikan tanah secara abségtedai.

3. Redistribusi tanah-tanah yang selebihnya dari batas maksimum, tanah-
tanah yang terkena larangabsenteiguntai, tanah-tanah bekas Swapraja
dan tanah-tanah Negara.

4. Pengaturan soal pengembalian dan penebusan tanah-tanah pertanian yang
digadaikan.

5. Pengaturan kembali perjanjian bagi hasil tanah pertanian.

6. Penetapan luas minimum pemilikan tanah pertanian, disertai larangan
untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pemecahan
pemilikan tanah-tanah pertanian menjadi bagian-bagian yang terlampau

kecil.

6. Dasar Hukum Pengaturan Landreform

% Boedi HarsonoQp.cit, hal. 367.
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Pengaturanlandreform yang terutama terdapat dalam UUPA yang
merupakan indukandreform Indonesia. Ketentuan-ketentuan yang konsiderans
hingga Pasal 19 UUPA membuktikan hal ini. Beberapa pasal UUPA yang memuat

objektif landreform antara lairf*

1. Pasal 6 UUPA : Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial,

2. Pasal 7 UUPA : Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka
pemiilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak
diperkenangkan.

3. Pasal 10 ayat (1) UUPA : Setiap orang dan badan hukum yang
mempunyai suatu hak atas tanah pertanian pada asasnya diwajibkan
mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan
mencegah cara-cara pemerasan.

4. Pasal 11 UUPA : (1) Hubungan hukum antar orang, termasuk badan
hukum dengan bumi, air, dan ruang angkasa serta wewenang-wewenang
yang bersumber pada hubungan hukum itu akan diatur, agar tercapai
tujuan yang disebut dalam Pasal 2 ayat (3) dan dicegah penguasaan atas
kehidupan pekerjaan orang lain yang melampaui batas. (2) Perbedaan
dalam keadaan masyarakat dan keperluan hukum golongan rakyat di
mana perlu dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional
diperhatikan dengan menjamin perlindungan terhadap kepentingan
golongan yang ekonomi lemah.

5. Pasal 12 ayat (1) : Segala usaha bersama dalam lapangan agraria

didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional,
dalam bentuk koperasi atau bentuk gotong-royong lainnya.

6. Pasal 13 UUPA : (1) Pemerintah berusaha agar supaya usaha-usaha dalam
lapangan agraria diatur sedemikian rupa, sehingga meninggikan dan
kemakmuran rakyat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3)
serta menjamin bagi setiap warga negara Indonesia, derajat hidup yang
sesuai dengan martabat manusia, baik bagi diri sendiri maupun

24 Hustiati.Op, Cit.him. 37-38.



36

keluarganya. (2) Pemerintah mencegah adanya usaha-usaha dalam
lapangan agraria dari organisasi-organisasi dan perorangan yang bersifat
monopoli swasta.

Ketentuan-ketentuan dalam UUPA ini hanyalah merupakan ketentuan
pokok yang mengatur secara garis besarnya saja, dan untuk melaksanakan
diperlukan peraturan pelaksanaan baik berupa Undang-Undang, Peraturan
Pemerintah, Peraturan Mentri ataupun Peraturan Pelaksana lainnya dengan
ketentuan bahwa peraturan yang dibentuk ini tidak boleh bertentangan dengan

sistematika yang telah ditetapkan oleh UUPA.
Peraturan-peraturan pelaksanaan landrefarpantara lain ialah:

a. UU No. 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. UU ini
dikeluarkan sebagai pelaksanaan Pasal 17 UUPA yang menginginkan
ditetapakan batas maksimum serta batas minimum tanah pertanian. UU ini
mengatur mengenai :

- Celling tanah pertanian yang dapat diwakili oleh orang, baik sendiri atau
bersama dengan orang lain.

- Penghapusan gadai

- Penetapan batas minimum tanah pertanian sebesar 2 Ha yang dicapai
secara berangsur-angsur.

b. PP No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Ganti
Rugi dan PP No. 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan PP No.
224 Tahun 1961. Hal yang diatur dalam PP No. 224 Tahun 1961 ialah

mengenai :
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- Tanah yang terkenandreformyaitu tanah surplus, tanalbsentee, tanah
swapraja dan ex-swapraja, tanah expartikelir dan tanah yang dikuasai
negara.

- Pemberian ganti rugi kepada bekas pemilik tanah.

- Pembagian tanah dan syarat-syaratnya, seperti prioritas orang-orang yang
akan mendapat redistribusi tanah.

- Tanah absentee.

- Land Consolidation di mana tanah disatukan untuk menghemat tenaga,
modal, ongkos produksi, dan lain-lain.

- Koperasi Pertanian.

c. UU No. 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah Partikelir. Penghapusan
tanah partikelir merupakan hal yang azasi, karena berlangsungnya lembaga ini
nyata-nyata bertentangan dengan dasar keadilan sosial dijunjung tinggi oleh
masyarakat dan negara. Lagi pula untuk kebulatan kedaulatan dan kewajiban
negara, lembaga ini harus dihapuskan karena hak pertuanan seakan-akan

negara kecil dalam negara.

Masih terdapat lagi peraturan-peraturan lain yang mengatur mengenai
landreform selain peraturan yang telah disebutkan di atas, yang mana semua

peraturan ini harus konsisten dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam®UPA.

% Hustiati,Op, Cit him. 41.
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B. TANAH ABSENTEE

1. Pengertian Tanah Absentee

Sebenarnya ketentuan Pasal 7 UUPA yang sangat sederhana itu cukup luas
cakupannya, dan dari pasal inilah ketentuan taatsenteemendapat landasan
pengaturan untuk ditindaklanjdfi. Selanjutnya dalam pembahasan Pasal 10
UUPA telah dikemukakan, bahwa sebagai langkah pertama ke arah pelaksanaan
asas, bahwa yang empunya tanah pertanian wajib mengerjakan atau
mengusahakannya sendiri secara aktif, diadakanlah ketentuan untuk
menghapuskan penguasaan tanah pertanian secara apa yang disebut absentee atau
dalam bahasa Sunda guntai, yaitu pemilikan tanah yang letaknya di luar daerah

tempat tinggal yang empunya. ( Absariinya tidak hadir, tidak ada di temp&ft).

Kata absenteeberasal dari kata latinabsentet atau “absentis, yang
berarti tidak hadir. Dalam kamus Bahasa Inggris karangan John M. Echlos dan
Hasan Sadily,Absenteeadalah yang tidak ada atau tidak hadir di tempatnya, atau
landlord yaitu pemilik tanah bukan penduduk daerah itu, tuan tanah yang

bertempat tinggal di lain temp&t.

Pengertian tentang tanabbsenteeyang dikemukan di atas sudah
mengarah kepada subtansi tapi belum memberikan keterangan lebih jelas

mengenai daerah, daerah yang dimaksud apakah itu provinsi, kabupaten atau

% Ali Sofwan Husain, Ekonomi Politik Penguasaan Tanafakarta: Pustaka Sinar
Harapan, 1995. him. 39.

27 Boedi HarsonoOp, Cit him. 384-385.

8 John M. Echols dan Hasan Sadiamus Inggris-Indonesialakarta : Gramedia, 1996,
him. 3.
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kecamatan. Sehingga perlu suatu penegasan pada kata daerah yang dimaksud.
Pengertian lebih lengkap dan jelas dikemukan oleh Efendi Perangin, menyatakan
bahwa yang dimaksud dengan taretsenteeadalah tanah yang pemiliknya

bertempat tinggal di luar daerah kecamatan tempat tanah itu téfletak.
2. Pengaturan Tanah Absentee

Tanah pertanian yaitu tanah selain untuk perumahan dan perusahaan yang
menjadi hak seseorang yang meliputi sawah dan tanah kering. Sedangkan katagori
tanah sawah adalah sawah beririgasi maupun sawah tadah hujan, sedangkan tanah
kering adalah bukan sawabh, tapi termasuk juga tambak, empang untuk perikanan,

namun pada hakekatnya tidak kerifig.

Begitu pentingnya arti tanah bagi manusia, agar tanah terdistribusi dengan
baik dan adil, sehingga bisa memberikan kehidupan yang layak bagi penggarap
tanah tersebut. Pemilikan tanah secalbaenteeberakibat kepada menurunnya
produksi sehingga secara otomatis akan menurunkan juga pendapatan para petani
penggarap. Maka untuk tetap menjaga produktifitas pemilikan tanah secara
absentedlilarang. Ketentuan-ketetuan larangan pemilikan tanah sebaemtee
diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1960 dan Pasal 1
Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1964 (tambahan Pasal 3a s/d 3e), sedang

dasar hukumnya adalah Pasal 10 ayat (2) UE/PA.

2 Effendi Ferangin401 pertanyaan Dan Jawaban Tentang Hukum Agrakékarta: Raja
Grafindo Persada,1994. him. 123.

% John Salindehayiasalah Tanah dalam Pembangunaiakarta : Sinar Grafika, 1993,
him. 235.

%1 Boedi Harsonol.oc, Cit.
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Dalam Pasal 10 UUPA telah dikemukakan bahwa yang mempunyai tanah
pertanian wajib mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, sehingga
kemudian diadakanlah ketentuan untuk menghapuskan penguasaan tanah
pertanian secara apa yang disebbsente/guntai yaitu pemilikan tanah yang
letaknya di luar wilayah kecamatan tempat tinggal pemilik tanah. Pada pokoknya
dilarang memiliki tanah di luar kecamatan tempat letaknya tanahnya. Larangan
tersebut tidak berlaku terhadap pemilik yang bertempat tinggal di kecamatan yang
berbatasan dengan kecamatan tempat letak tanah yang bersangkutan, asal jarak
tempat pemilik itu dan tanahnya, masih memungkinkannya untuk mengerjakan

tanah tersebut secara efisien.

Mengingat bahwa tujuan ketentuan Pasal 10 UUPA ini adalah menyangkut
kepentingan umum, maka secara yuridis ketentuan dalam pasal ini termasuk
ketentuan-ketentuan hukum yang memaksa abfaningend Rechtyang
mewajibkan pemilik harus mengerjakan sendiri tanahnya secard’dWgurut

ketentuan Pasal 3 PP No. 224 Tahun 1961, disebutkan bahwa:

Ayat (1) Pemilik tanah pertanian yang bertempat tinggal di luar kecamatan letak
tempat tanahnya, dalam jangka waktu 6 bulan wajib mengalihkan hak
atas tanahnya kepada orang lain di kecamatan tempat letak tanah itu

atau pindah ke kecamatan letak tanah tersebut.

Ayat (2) Kewajiban dalam ayat (1) tidak berlaku bagi pemilik tanah yang

bertempat tinggal di kecamatan yang berbatasan dengan kecamatan

32 A.P. ParlindunganLandreform Di Indinesia, Strategi Dan Sasarannyandung:
Alumni, 1991. him. 67.
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letak tanah, jika jarak antara tempat tinggal dan tanahnya masih

memungkinkan mengerjakan tanah itu secara efisien.

Dengan tidak mengurangi ketentuan pada ayat (2) pasal ini, maka jika
pemilik tanah berpindah tempat atau meninggalkan tempat
kediamannya ke luar kecamatan tempat letak tanah itu selama 2 tahun
berturut-turut, ia wajib memindahkan hak milik atas tanahnya kepada

orang lain yang bertempat tinggal di kecamatan itu.

Ayat (4) Ketentuan ayat (1) dan (3) tidak berlaku bagi mereka yang menjalankan

Ayat (5)

Ayat (6)

tugas Negara, menunaikan kewajiban agama atau mempunyai alasan
khusus lainnya yang dapat diterima Menteri Agraria. Bagi pegawai
Negeri dan Pejabat Militer dan menjalankan tugas Negara,
perkecualian tersebut pada ayat ini terbatas pada pemilikan tanah
pertanian sampai seluas 2/5 dari luas maksimum yang ditentukan

untuk daerah yang bersangkutan menurut UU No. 56 Prp Tahun 1960.

Jika kewajiban pada ayat (1) dan (3) tidak dipenuhi maka tanah yang

bersangkutan diambil oleh Pemerintah.

Kepada bekas pemilik tanah yang dimaksud dalam ayat (5) pasal ini

diberi ganti kerugian menurut peraturan ini.

Dari ketentuan yang dikutip di atas dapat diketahui bafiwa:

1. Daerah yang dimaksud adalah wilayah kecamatan

3 Ady KusnadiOp, Cit.him. 38.
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2. Dalam rangka pelaksanadandreform tanah absenteeakan diambil oleh
pemerintah apabila dalam tempo 6 bulan:
a. Pemiliknya tidak mengalihkannya kepada pihak lain dari kecamatan
setempat;

b. Pemiliknya tidak pindah ke daerah di mana tanah terletak;

Kemudian melalui PP No. 41 Tahun 1964. Ketentuan mengenai tanah
absentee yang dianut dalam Pasal 3 PP No. 224 Tahun 1960 tersebut ditambah

dengan Pasal 3a sampai dengan Pasal 3e yang menetapkan.

Pasal 3a: (1) Pemilik tanah pertanian yang berpindah tempat atau meninggalkan
tempat kediamannya keluar kecamatan tempat letak tanah itu selama 2
tahun berturut-turut, sedang ia melaporkan kepada pejabat setempat
yang berwenang, maka dalam waktu satu tahun terhitung sejak
berakhirnya jangka waktu 2 tahun tersebut diwajibkan untuk
memindahkan hak milik atas tanahnya kepada orang lain yang
bertempat tinggal di tempat di kecamatan letak tanah itu.

Pasal 3a: (2) Jika pemilik tanah yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini
berpindah tempat atau meninggalkan tempat kediamnya keluar
kecamatan tempat letak tanah itu, sedang ia tidak melaporkan kepada
pejabat yang berwenang, maka dalam waktu 2 tahun terhitung sejak ia
meninggalkan tempat kediamnya itu diwajibkan untuk memindahkan
tanah hak milik atas tanahnya kepada orang lain yang bertempat
tinggal di kecamatan letak tanah itu.

Melalui Pasal 3a ini ditambahkan garis hukum mengenai tanah asentee,

antara lairt*

a. Pemilik tanah pertanian, dengan memberitahukan kepada pejabat berwenang.
Meninggalkan tanahnya. Pindah ke kecamatan lain selama 2 tahun berturut-

turut. Wajib memindahkan tanahnya setelah 3 tahun dia pindah itu.

** Ady Kusnadi,Op, Cit.him. 41-42.
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b. Pemilik tanah pertanian, tampa memberitahukan kepada pejabat setempat yang
berwenang. Meninggalkan tanahnya. Pindah ke kecamatan lain, wajib

mengalihkan tanahnya setalah 2 tahun dia pindah itu.
3. Maksud dan Tujuan Larangan Absentee

Pada umumnya tanah-tanah pertanian letaknya adalah di desa, sedang
mereka yang memiliki tanah secaabsenteguntai umumnya bertempat tinggal
di kota. Orang yang tinggal di kota memiliki tanah pertanian di desa tentunya
tidak sejalan dengan prinsip tanah pertanian untuk petani. Orang yang tinggal di
kota sudah jelas bukan bukan termasuk kategori petani. Tujuan melarang
pemilikan tanah pertanian secaraabsentefguntai adalah agar hasil yang
diperoleh dari pengusahaan tanah pertanian sebagian besar dapat dinikmati oleh
masyarakat petani yang tinggal di pedesaan, bukan dinikmati oleh orang kota
yang tidak tinggal di desa. Yang terjadi dalam praktik adalah bahwa ada sebidang
tanah pertanian yang dimiliki oleh seseorang dalam kenyataannya sudah tidak
dikuasainya lagi karena telah beralih secara diam-diam ke tangan orang lain yang
berdomisili di luar kecamatan letak tanah tersebut. Penguasaan tanah secara

absentefguntai ini pada umumnya diketahui oleh masyarakat seXitar.

Menurut Boedi Harsono, tujuan adanya larangan ini adalah agar hasil yang
diperoleh dari pengusahaan tanah itu sebagian besar dapat dinikmati oleh

masyarakat pedesaan tempat letak tanah yang bersangkutan, karena pemilik tanah

% Maria S.W. Sumardjondebijakan Pertanahan, Antara Regulasi dan Implementasi
Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2005, him. 21.
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akan bertempat tinggal di daerah penghsitemilikan tanah pertanian secara
absenteguntai ini, menimbulkan penggarapan yang tidak efisien, misalnya
tentang penyelenggaraannya, pengawasannya, pengangkutan hasilnya, juga dapat
menimbulkan sistem-sistem penghisapan. Ini berarti bahwa para petani penggarap
tanah milik orang lain dengan sepenuh tenaganya, tanggung jawabnya dan segala
resikonya, tetapi hanya menerima sebagian dari hasil yang dikelolanya. Di sisi
lain, pemilik tanah yang berada jauh dari letak tanah dan tidak mengerjakan
tanahnya tanpa menanggung segala resiko dan tanpa mengeluarkan keringatnya

akan mendapatkan bagian lebih besar dari hasil tanahnya.

Dengan demikian hal itu tidak sesuai dengan tujlzemdreform yang
diselenggarakan di Indonesia yaitu untuk mempertinggi penghasilan dan taraf
hidup para petani penggarap tanah dan sebagai landasan atau persyaratan untuk
menyelenggarakan pembangunan ekonomi menuju masyarakat yang adil dan

makmur berdasarkan Pancasgiia.
4. Pengecualian Larangan Pemilikan Tanah Absentee

Meskipun pemilikan tanah secambsenteepada dasarnya itu tidak
diperbolehkan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, namun ada pengecualian
lain terhadap tanahbsenteeBerdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat(4) PP No. 224
Tahun 1961 Jo Pasal 3a ayat(2) PP No. 41 Tahun 1964 menyatakan bahwa yang

dikecualikan dari larangan absentee, y&ftu:

% Boedi HarsonoQp, Cit him. 385.
37 Effendi Peranginl.oc, Cit.
3PP No. 224 Tahun 1961 Jo PP No. 41 Tahun 1964
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c. Mereka yang sedang menjalankan tugas negara
d. Mereka yang sedang menunaikan kewajiban agama
e. Mereka yang mempunyai alasan khusus lainnya yang dapat diterima oleh

Mentri Dalam Negri.

Pendapat lebih rinci dan jelas dari A.P. Parlindungan, menyatakan bahwa
perkecualian yang lain dari tanabsentealiberikan kepada pegawai negeri atau
TNI, atau sedang menunaikan kewajiban agama, maka mereka boleh mempunyai
tanahabsentealengan luas yang dikurangi yaitu 2/5 dari luas tanah maksimum
yang ditolelir oleh UU No. 56 Prp Tahun 1960, dan kemudian surat edaran dari
Mentri Agraria yang ketika itu dijabat oleh Mr. Sadjarwo diperluas lagi
kemungkinan seorang pegawai negri yang disebutkan dalam Pasal 2 PP No. 224
Tahun 1960 termasuk diperbolenkannya menerima hibah tanah pertanian untuk
persediaan hari tuanya, dengan tetap maksimum yang diperbolehkannya 2/5 dari

luas yang diperbolehkannya.

Pegawai negri adalah baik pegawai negri, anggota TNI, pegawai
perusahaan negara. Dapat juga hibah itu diberikan kepada seorang waris yang
merupakan istri atau anak pegawai negri, asal saja mereka masih menjadi
tanggungan dari pegawai negri terseButetentuan-ketentuan tentang pemilikan
tanah pertanian secaadsentedagi para pensiunan pegawai negri di atur dalam
Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1977 Tentang Pemilikan Tanah Pertanian

SecardAbsentedagi Para Pensiunan Pegawai negri (LN 1977-5; TLN 3094).

3 A.P. ParlindunganlLandreform Di Indonesia, Suatu Studi PerbandingBandung:
Alumni, 1987. him. 124.
% |bid.
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C. PENEGAKAN HUKUM

1. Fungsi Hukum

Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa untuk menentukan
tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-
badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi
berakibat diambilnya tindakdfHukum dalam kehidupan masyarakat diartikan
dengan berbagai macam sesuai dengan sudut pandang masyarakat tersebut.
Demikian pula arti hukum yang dikemukakan oleh para ahli hukum, yang
mengartikan hukum itu sesuai dengan sudut pandang masing-masing, sehingga
sampai sekarang tidak ada satupun pengertian hukum yang bisa diterima dan
disepakati oleh semua pihak karena masing-masing mempunyai pandangan yang
berbeda-beda. Hukum adalah sarana yang di dalamnya terkandung nilai-nilai atau
konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan

sebagainy&®

Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa Hukum adalah sebagai kumpulan
peraturan atau kaidah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif,
umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang
seyogyanya dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan
kepatuhan pada kaedah-kaedhhBahwa hukum dibuat sebenarnya untuk

dilaksanakan. Oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila Paul Scholten

1 Jamaluddin MahasarRertanahan Dalam Hukum lIslanYogyakarta: Gama Media,
2008. him. 89.

*2 Ridwan. H.R.Hukum Administrasi Negar& ogyakarta: Ull Press, 2003. him. 227.

3 Sudikno MertokusumoMengenal hukum (Suatu Penganta¥ogyakarta : Liberty,
1991. him. 39.
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mengatakan bahwa “manakala hukum tidak pernah dilaksanakan maka tidak lagi
disebut sebagai hukurf®. Penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari

para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional. Akan tetapi
menjadi tugas dari setiap oranBe rechtshandhavingstaat kan niets op de

schouders van de politie gelegd. Handhaving is een taak van vele rechtssubjecten
in samenleving(tugas penegakan hukum tidak hanya diletakkan pada pundak
polisi. Penegakan hukum adalah tugas dari semua subjek hukum dalam

masyarakatf®

Perubahan di bidang hukum akan mempengaruhi terhadap bidang-bidang
kehidupan lainnya, begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu fungsi hukum di satu
pihak dapatlah dipergunakan sebagai sarana untuk mengubah masyarakat agar
lebih baik, dan di lain pihak untuk mempertahankan susunan masyarakat yang
telah ada serta mengesahkan perubahan-perubahan yang telah terjadi di masa lalu.
Di Indonesia fungsi hukum di dalam pembangunan adalah sebagai sarana
pembaharuan masyarakat. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa adanya
ketertiban di dalam pembangunan merupakan sesuatu yang dipandang penting
dan sangat diperlukan. Di samping itu hukum sebagai tata kaidah dapat berfungsi
sebagai sarana untuk menyalurkan arah kegiatan warga masyarakat ke tujuan

yang dikehendaki oleh perubahan terencana tersebut. Sudah tentu fungsi tersebut

*4 Satjipto RahardjoHHukum dan MasyarakaBandung : Angkasa,1986. him. 69.
s Ridwan. H.R.Loc, Cit.
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seyogyanya dilakukan di samping hukum sebagai sarana sistem pengendalian

sosial?*®

Sedangkan menurut Lawrence M. Freidman pada bukunya Oloan Sitorus
dan HM. Zaki Sierrad dengan mengacu pada komponen sistem hukum yang

meliputi struktur, substansi dan kultur mengatakan bahwa fungsi hukum :

1. Untuk mewujudkan keadilanq distribute and maintain of values that society
feel to be right).

2. Sebagai sarana untuk menyelesaikan seng&etdement of dispute).

3. Sarana pengendalian masyard&cial Control).

4. Sebagai sarana rekayasa sosial (Social Engineéfing).

Dalam beberapa peraturan atau kebijakan hukum yang dibuat oleh
Pemerintah sering tidak berjalan sesuai dengan keinginan dan tujuan yang ingin
dicapai. Kenyataan yang demikian disebabkan karena hukum tidak akan dapat
berjalan atau berfungsi dengan sendirinya tanpa ditunjang oleh kondisi sosial,
politik, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat. Sehingga berfungsinya hukum

harus melibatkan juga beberapa faktor, yéftu :

a. Kaidah hukum atau peraturan itu sendiri harus sistematis, tidak

bertentangan baik secara vertikal maupun secara horizontal dan dalam

% Mochtar KusumaatmadjaHukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional
Bandung: Bina Cipta, 1976. him. 9.

" Oloan Sitorus dan HM Zaki Sierrddukum Agraria di Indonesia, Konsep Dasar dan
ImplementasiYogyakarta : Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2006. him. 8.

8 Soerjono Soekantdraktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukuakarta:
Raja Grafindo Persada, 1993. him. 14.
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pembuatannya harus disesuaikan dengan persyaratan yuridis yang telah
ditentukan ;

b. Penegak hukum haruslah mempunyai pedoman berupa peraturan yang
tertulis yang menyangkut ruang lingkup tugasnya dengan menentukan
batas-batas kewenangan dalam pengambilan kebijaksanaan, yang paling
penting adalah kualitas petugas memainkan peranan penting dalam
berfungsinya hukum ;

c. Adanya fasilitas yang diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kaidah
hukum yang telah ditetapkan. Fasilitas disini terutama sarana fisik yang
berfungsi sebagai faktor pendukung untuk mencapai tujuan ;

d. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.

e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang

didasarkan pada kersa manusia didalam pergaulan hidup.

2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau
berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam
kehidupan bermasyarakat dan bernedardlpaya penegakan hukum erat

kaitannya dengan faktor bekerjanya hukum. Soerjono Soekanto menyatakan

“Jimly Asshiddigie, Penegakan Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manugiarnal
Keadilan, Vol 2, No 2, Jakarta : Pusat Kajian Hukum dan Keadilan, 2002. him. 16.
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bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai

berikut >°

a. Faktor hukumnya sendiri, yakni dibatasi pada Undang-undang.

Campur tangan hukum yang semakin meluas ke dalam bidang kehidupan
masyarakat menyebabkan masalah efektivitas penerapan hukum semakin penting.
Oleh karena hukum mempunyai fungsi di dalam masyarakat. Fungsi hukum yang
diharapkan adalah melakukan usaha untuk menggerakkan rakyat agar bertingkah
laku sesuai dengan cara-cara baru untuk mencapai suatu keadaan masyarakat yang
dicita-citakan. Hukum dapat dipakai sebagai landasan kegiatan yang dilakukan
oleh semua pihak yang terlibat dalam proses pembangunan. Semakin hukum itu
dipakai dengan efektif untuk mengarahkan tingkah laku manusia, semakin
berhasil pula pembangunan itu dijalankan. Suatu sikap tindakan atau perilaku
hukum dianggap efektif, apabila sikap tindak atau perilaku pihak lain menuju
pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi
hukum?*

b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang
menerapkan hukum.

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum mempunyai kedudukan
(status)dan perananrdle). Kedudukan merupakan posisi tertentu dalam struktur

kemasyarakatan. Kedudukan itu merupakan suatu wadah yang isinya hak-hak dan

*0 Soerjono Soekant®p, Cit him. 8.
*1 Soerjono Soekant&fektivitas Hukum dan Peranan Sanl&andung : Remadija Karya,
1988. him. 3.
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kewajiban-kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban itu sendiri merupakan peranan.
Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu secara
sosiologis lazimnya dinamakan pemegang pémle accupant>?
Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat,
sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu, dapat
dijabarkan ke dalam unsur-unsur, sebagai berikut:

1. Peranan yang idedidgal role

2. Peranan yang seharusngxgected role

3. Peranan yang dianggap oleh diri sengtigr€eived rolg

4. Peranan yang sebenarnya dilakukariyal role

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya warga masyarakat lainnya,
lazim mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian
tidak mustahil, bahwa antara pelbagai kedudukan dan peranan timbul konflik
(status conflict dan conflict of rolgsKalau dalam kenyataannya terjadi suatu
kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya
dilakukan atau peranan actual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan (role

distance}?

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

2 Soejono Soekantéaktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukeetakan 10.
Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2011. him 19-20.
53 i
Ibid.
>* Soerjono Soekant@p, Cit.him. 21.
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Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin
penegakan hukum dapat berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut
antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi
yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dil. Apabila hal
tersebut tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuan.
Erat hubungannya dengan penyelesaian perkara dan sarana atau fasilitasnya,
adalah soal efektivitas dari sanksi negatif yang diancamkan terhadap perstiwa
pidana tertentu. Tujuan dari adanya sanksi-sanksi tersebut adalah agar dapat
mempunyai efek yang menakutkan terhadap orang-orang yang melakukan
pelanggaran. Akan tetapi kalau ancaman hukuman hanya tercantum diatas kertas
maka hal itu tidak ada artinya. Efek dari sanksi negatif tersebut akan datang dari
kekuatan suatu ancaman yang benar-benar diterapkan, apabila suatu ketentuan

dilanggar®

d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau

diterapkan.

Penegak hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai
kedamaian di dalam masyrakat. Oleh karna itu, dipandang dari sudut tertentu,
maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum t&fsBleubicara

mengenai masyarakat, maka hal ini menyangkut masalah derajat kepatuhan.

>> Soerjono Soekantdfektivitas Hukum Dan Peranan Sanksic, Cit.
*® Soejono Soekantdraktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Op, Cit.
him. 45
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Secara sempit dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap

hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan

pada kersa manusia dalam pergaulan hidup.

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang
mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi
abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang
dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan
pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus
diserasikan! Pasangan nilai yang berperanan dalam hukum, adalah sebagai
berikut (Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1983):

1. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.
2. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan.

3. Nilai kelanggengan / konservatisme dan nilai kebaharuan / inovatisme.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, karena merupakan esensi
dari penegakan hukum dan merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan

hukum.

Bahwa tata hukum merupakan seperangkat norma-norma Yyang

menunjukkan apa yang harus dilakukan atau apa yang harus terjadi. Melihat

>’ Soejono Soekantdbid.
%% |bid.
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bekerjanya hukum sebagai suatu pranata dalam masyarakat, maka perlu
memasukkan satu faktor yang menjadi perantara yang memungkinkan terjadinya
penerapan dari norma hukum itu. Dalam kehidupan masyarakat, maka regenerasi
atau penerapan hukum itu hanya dapat melalui manusia sebagai perantaranya.
Masuknya faktor manusia ke dalam hubungan dengan bekerjanya hukum, akan
membawa ke dalam penglihatan mengenai hukum sebagai karya manusia di
dalam masyarakat, sehingga tidak dapat dibatasi masuknya pembicaraan

mengenai faktor-faktor yang memberikan beban pengaruh terhadap Flukum.

Ada 3 elemen penting yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum

yaitu °

a. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan
prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya ;

b. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai
kesejahteraan aparatnya, dan ;

c. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya
maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja,

baik hukum materiilnya maupun hukum acaranya.

Ketiga aspek/elemen ini harus diperhatikan dan dipenuhi secara simultan agar

proses penegakan hukum dan keadilan dapat diwujudkan secara nyata.

%9 Satjipto RahardjoQp, Cit.him . 48.
€ Jimly AsshiddigieOp, Cit him. 18.
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UUPA merupakan suatu Uundang-undang yang menimbulkan tipe
perubahan struktural, oleh karena secara kualitatif merubah struktur hubungan
antara orang dengan tanah di Indonesia, sehingga UUPA dapat dikatagorikan
sebagai hukum yang berfungsi sebagai sarana rekayasa Ssmsal(
Engineering), karena Undang-undang tersebut tidak hanya menginginkan
terjadinya perubahan struktural antara orang dengan tanah di Indonesia,
melainkan suatu perubahan struktural yang memungkinkan terjadinya perubahan-
perubahan yang lain terutama perubahan proses Sbs@&iatu peraturan
dikatakan dapat berlaku efektif dalam masyarakat apabila peraturan tersebut
memenuhi tiga syarat, yaitu: peraturan itu dibentuk sesuai dengan filosofi bangsa
yang bersangkutan; peraturan itu dibentuk sesuai dengan norma hukum yang
berlaku untuk itu; dan peraturan itu dibentuk sesuai dengan nilai dan kesadaran

hukum yang hidup dalam masyarafat.

Ketiga syarat tersebut di atas bukanlah statis (tetap), tetapi dinamis, syarat
itu juga berubah seiring dengan perubahan kehidupan masyarakat yang
dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di antara tiga
syarat di atas yang paling rigit adalah filosofi atau falsafah bangsa. Dasar hukum
bisa berubah dan nilai serta kesadaran hukum pun bisa b&fuBafuan
perubahan tersebut tercantum dalam Penjelasan Umum UUPA yaitu meletakkan

dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang akan merupakan alat

®1 Oloan Sitorus dan HM Zaki Sierra@p, Cit him. 13.
62 Ady KusnadiOp, Cit him. 69.
%% bid.
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untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat,

terutama rakyat tani, dalam rangka menuju masyarakat adil dan m¥kmur.

% Boedi HarsonoOp, Cit him. 1.
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BAB II1.

PELAKSANAAN LARANGAN PEMILIKAN TANAH
PERTANIAN SECARA ABSENTEE MENURUT PP No. 224 TAHUN 1961

Jo PP No. 41 TAHUN 1964 DI KAB. OKU TIMUR

A. HASIL PENELITIAN

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau biasa disebut OKU Timur
merupakan salah satu kabupaten di provinsi Sumatra Selatan. Kabupaten OKU
Timur mempunyai luas +/- 341.015 Ha yang meliputi 20 kecamatan dengan nama

dan luas wilayah, sebagai beriKot:

Tabel 1: Luas wilayah berdasarkan Kecamatan di Kab. OKU Timur Tahun 2008

No. Nama Kecamatan Luas Wilayah
Ha %
1 2 3 4
1 | Belitang 6.888 2,02
2 | Belitang Il 18.565 5,44
3 | Belitang llI 12.451 3,65
4 | Belitang Jaya 13.239 3,88
5 | Belitang Madang Jaya 10.964 3,22
6 | Belitang Mulia 5.729 1,68

% perhitungan Luas Peta Administrasi Kabupaten OKU Timur Tanun 2008. Doc, BPN.
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7 | Buay Madang 8.066 2,37
8 | Buay Madang Timur 14.279 4,19
9 | Buay Pemuka Bangsa Raja 10.387 3,05
10 | Buay Pemuka Peliung 16.759 4,91
11 | Bunga Mayang 19.330 5,67
12 | Cempaka 39.915 11,70
13 | Jaya Pura 15.920 4,67
14 | Madang Suku | 24.422 7,16
15 | Madang Suku Il 16.730 4,91
16 | Madang Suku IlI 22.971 6,74
17 | Martapura 19.200 5,63
18 | Semendawai Barat 29.512 8,65
19 | Semendawai Suku llI 21.803 6,35
20 | Semendawai Timur 13.885 4,07
JUMLAH 341.015 100

Sumber : Perhitungan luas peta administrasi Kabupaten OKU Timur Tanun 2008.

Masing-masing kecamatan tersebut memiliki tanah pertanian yang sangat
potensial untuk dikembangkan, karna di Kabupaten Oku Timur tanahnya subur
dan didukung oleh saluran irigasi terbentang dari ujung barat hingga ujung timur
yang disebut oleh masyarakat sekitar dengan sebutan Bendungan Komering atau
BK, sehingga untuk kegiatan pertanian sangat potensial, apalagi untuk kegiatan

cocok tanam padi di sawah. Sedangkan untuk tanah keringnya, di Kabupaten
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OKU Timur sangat cocok untuk perkebunan rakyat. Perekonomian OKU Timur

banyak didukung oleh hasil dari kegiatan pertanian, karna sebagaian besar
masyarakat OKU Timur merupakan Petani. Dalam melakukan penelitian, penulis
mengambil sampling 2 (dua) Kecamatan di Kabupaten OKU Timur yaitu

Semendawai Suku Il (SS Ill) dan Semendawai Timur. Karena 2 (dua) kecamatan
ini memiliki tanah yang subur dan kemajuan ekonominya pesat, selain itu juga
diantara kecamatan yang lainnya, Kecamatan Semendawai Suku Il dan
Semendawai Timur yang banyak terdapat pemilikan tanah pertanian secara

Absentee.
1. Kecamatan Semendawai Suku IlI (SS I1I)

Salah satu kecamatan yang memiliki tanah pertanian yang cukup luas

adalah Kecamatan Semendawai Suku Ill, dengan luas wilayah 8.229°Km2.

a. Batas wilayah Kecamatan Semendawai Suku Il
Batas-batas wilayah Kecamatan Semendawai Suku 11, Yaitu:
ii. Sebelah Utara berbatasan dengan Kec. Cempaka.
iii. Sebelah Barat berbatasan dengan Kec. Semendawai Barat.
iv. Sebelah Timur berbatasan dengan Kec. Semendawai Timur.
v. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kec. Belitang I.

b. Keadaan geografis

¢ Data Monografi Kecamatan Semendawai Suku I11.
7 peta Kecamatan Semendawai Suku Ill. Doc, Kec. Semendawai Suku IlI.
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Kecamatan Semendawai Suku Ill memiliki luas 21.80%Hang terbagi

menjadi, yaitu

Tabel 2: Luas tanah berdasarkan jenis tanah Semendawai Suku I

No Jenis Lahan Luas (Ha)
1 | Permukiman 827

2 | Sawah 2.875
3 | Ladang 1.127
4 | Semak 934

5 | Kebun Campuran 2.791
6 | Perkebunan Rakyat 7.400
7 | Hutan belukar 313

8 | Tanah Terbuka 5.488
9 | Sungai/Danau 48
jumlah 21.803

Sumber : Perhitungan luas peta administrasi Kabupaten OKU Timur Tanun 2008.

c. Jumlah penduduk SS I

% Data Pengunaan Tanah Kabupaten OKU Timur Tahun 2008. Doc, BPN.
* Data Pengunaan Tanah Kabupaten OKU Timur Tahun 2008. Doc, BPN.
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Kec. SS Il memiliki jumlah penduduk +/- 36.987 orang yang terbagi menjadi
19122 laki-laki dan 17865 perempu@n.

d. Mata pencaharian
Mata pencaharian masyarakat SS Il sebagian besar adalah bertani, baik
petani pemilik lahan atau petani penggarap. Kebanyakan masyarakat

bercocok tanam padi, karet, dan sawit.

e. Keberadaan tanah absentkdec. SS I

Di Kecamatan SS Ill keberadaan tanabsenteetidak sulit untuk
ditemui. Di desa Cahya Negri, desa Tanjungan, dan desa Sriwangi masih
terdapat tanafabsenteeyang bila di akumulasikan jumlahnya +/- 50 Ha.
Namun keberadaan tanahbsenteetersebut tidak ditelantarkan, semua
ditanami karet, sehingga tanah tersebut tetap produktif. Sebagaimana yang
dikemukan oleh Camat SS Il Bpk. Amin Zen menyatakan bahwanah-
tanah pertanian tersebut tetap produktif dan aktif dikerjakan oleh petani
penggarapnya sehingga sampai sejauh ini tidak pernah ada tanah pertanian
yang sampai terlantar atau tidak diurus sama sekali meskipun pemiliknya
tidak tinggal di kecamatannya. Biasanya tamdisenteetersebut dikelola
pemilik atau petani penggarap yang tinggal didekat letak tanah tersebut
dengan sistem bagi hasinértelu”’?. Penggunaan sistem bagi hasil tersebut

tidak ada yang dirugikan, karna petani penggarap mendapat hasil dari lahan

% Data Monografi Kecamatan Semendawai Suku Il

I Wawancara dengan Amin Zen, Camat Semendawai Suku lll, Kantor Camat
Semendawai Suku Ill.( Tanggal 7 november 2011)

2 Mertelu adalah suatu sistem bagi hasil yang sering dilakukan oleh masyarakat dengan
cara 2(dua) bagian untuk pemilik lahan pertanian dan 1(satu) bagian untuk petani penggarap.



62

pertanian tersebut. Bagi pemilik tanah hal itu tidak menjadi masalah karena
bagi dirinya yang terpenting tanah tersebut tidak terlantar karena ada yang
mengurusnya. Setelah itu secara berkala setiap musim panen atau setidaknya
setahun sekali si penggarap akan melaporkan keadaan tanah tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, adanya upaya untuk
memiliki tanah pertanian secaebsenteguntai di Desa Tanjungan yaitu
dengan melakukan jual-beli tanah pertanian secara di bawah tangan, jual-beli
itu dilakukan hanya antara pembeli dan penjual (pemilik tanah) di depan
Kepala Desa dengan dihadiri oleh para saksi, kerabat, tetangga dan mereka
yang berbatasan tanah. Peralihan hak atas tanah di bawah tangan ini
dilakukan dengan suatu perjanjian yang dibuat di atas kertas yang dibubuhi
materai atau kertas segel yang di dalamnya dituangkan perjanjian yang
mengikat kedua belah pihak yang harus ditandatangani oleh para pihak dan
saksi-saksi.

Menurut keterangan Bpk. Maryanto, Bpk. H. Khoiri, dan Bpk.
Romdhon, ketiganya memiliki tanah pertanian secara abs€nkéenurut
keterangan mereka juga, mereka memiliki tanah seabsanteetersebut
yaitu dengan cara jual beli di bawah tangan. Mereka menambahkan bahwa
alasan jual beli di bawah tangan adaf4h :

vi. Mudah pelaksanaannya;

vii. Prosesnya cepat dan tidak berbelit-belit;

3 Wawancara Bersama Maryanto, Khoiri, dan Romdhon, Masyarakat Pemilik Tanah
AbsentegRumah Khoiri. (Tanggal 5 November 2011).

"Wawancara Bersama Maryanto, Khoiri, dan Romdhon, Masyarakat Pemilik Tanah
AbsenteeRumah Khoiri. (Tanggal 5 November 2011).
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viii. Biaya yang dikeluarkanpun lebih murah;
ix. Praktis, mengingat mereka bukan penduduk daerah tersebut
dan berdomisili di luar kota sehingga membutuhkan proses

yang cepat dalam pengalihan hak atas tanah tersebut.

Meskipun telah dikeluarkan peraturan berupa PP No 10 Tahun 1961
tentang Pendaftaran Tanah dan sekarang telah dicabut dan diganti dengan PP
No 24 Tahun 1997 serta Permeneg Agraria/Kepala BPN No 3 Tahun 1997
tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 24 Tahun 1997, tetap saja terdapat
masyarakat Desa Tanjungan yang melakukan jual beli di bawah tangan.
Dalam PP tersebut ditentukan bahwa setiap peralihan hak atas tanah hanya
bisa dilakukan dengan dibuatkan akte peralihan haknya yang dibuat oleh dan
dihadapan PPAT. Menurut Pasal 4 ayat(3) PP 24 Tahun 1997 disebutkan
untuk mencapai tertib administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf(c), setiap bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk peralihan,
pembebanan dan hapusnya hak atas bidang tanah dan hak milik atas satuan
rumah susun wajib didaftar. Dan ternyata dalam kenyataannya tidak semua
peralihan hak atas tanah tersebut didaftarkan ke Kantor Pertanahan. Selain
itu, khusus untuk tanah pertanian apabila akan diperalihkan kepada subyek
lain, maka peralihan itu harus memperhatikan ketentzngreformantara
lain si penerima hak harus berdomisili di kecamatan dimana tanah itu berada
atau setidak-tidaknya pada kecamatan yang berbatasan, yaitu dengan jarak
tidak lebih dari 10 Km. Hal demikian itu dimaksudkan agar tidak terjadi

pemilikan/penguasaan tanah pertanian secara ablgpmite.
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Menurut hasil penelitian di lapangan sesuai dengan keterangan dari
Bapak Mahmud? seorang pemilik tanah pertanian secabsentefguntai
seluas 5 Ha di Desa Sriwangi yang mendapatkan tanah melalui jual beli di
bawah tangan, yang ternyata bukan penduduk asli daerah tersebut melainkan
berdomisili di Kota Martapura dan dia bisa memperoleh tanah di daerah
tersebut karena sebagai seorang petani kebun dia pernah menetap di Desa
Sriwangi selama 5 tahun, sehingga dia sudah cukup mengenal daerah tersebut
dan mengenal masyarakatnya. Oleh karena itu, pada saat ia mengajukan
permohonan untuk membeli tanah, dia tidak mengalami kesulitan dalam
pelaksanaan jual belinya, begitu juga pada saat ia memutuskan untuk pindah
ke luar kota, tanah tersebut tidak lantas dialihkan kepada pihak lain yang
berdomisili di daerah tersebut tetapi tanah tersebut diserahkan kepada
penduduk setempat untuk digarap. Menurutnya, penjualan di bawah tangan
ini terjadi karena mereka lebih mengutamakan pada pembeli yang masih ada
hubungan keluarga, atau setidaknya penduduk setempat yang sebelumnya
telah mereka kenal dengan baik. Persoalan domisili si pembeli yang
berjauhan jarang dijadikan sebagai hambatan, apabila memang di antara
mereka ada kecocokan. Transaksi jual beli tanah ini dilakukan secara tunai,
dan tanpa menggunakan akta yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT. Hal
yang demikian itu memberi petunjuk bahwa pengaruh hukum adat dalam
transaksi jual beli tanah di daerah ini masih cukup kuat. Selain itu pada

kenyataannya para Kades yang mengetahui transaksi tersebut tidak pernah

S Wawancara Mahmud, Masyarakat Pemilik Tanah Absentee, Rumah Mahmud.
(Tanggal 8 November 2011).
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menegur/melarangnya. Jual beli ini tidak lepas dari pola pikir masyarakat
yang masih tradisional, mereka beranggapan bahwa tanah itu adalah tanah
mereka sendiri, mau di jual pada siapapun tidak ada larangan. Dari hal-hal di
atas ternyata sangat dipengaruhi dengan adanya kemudahan dalam pembuatan
Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kantor Kecamatan, sehingga orang dengan
mudah mendapatkan tanah-tanah tersebut walaupun mereka bukanlah yang

dikecualikan oleh undang-undang dalam pemilikan tanah absguréss/

2. Kecamatan Semendawai Timur (SEMTI)

Selain dari Kecamatan Semendawai Suku Ill, ada kecamatan lain di
wilayah Kabupaten OKU Timur yang memiliki tanah pertanian yang cukup
produktif yaitu Kecamatan Semendawai Timur yang memiliki luas wilayah

183,27 Km2'®

a. Batas wilayah Kec. Semendawai Timur

Batas-batas wilayah Kec. Semendawai Timur, yditu:
2. Sebelah Utara berbatasan dengan Kec. Lempuing OKI
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Semendawai Suku IlI
4. Sebelah Timur berbatasan dengan kec. Mesuji OKI

5. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kec. Belitang II.

a. Keadaan geografis

® Data Monografi Kecamatan Semendawai Timur.2011
" Data Monografi Kecamatan Semendawai Timur,2011.
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Kecamatan Semendawai Timur mempunyai luas +/- 13.88% Mang

terbagi menjadi, yaitu/?

Tabel 3: Luas tanah berdasarkan jenis tanah Semendawai Timur.

No Jenis Tanah Luas (Ha)
1 Permukiman 300

2 Sawah 2.860

3 Ladang 861

4 Kebun Campuran 855

5 Perkebunan Rakyat 5.251

6 Hutan Belukar 1.326

7 Tanah Terbuka 153

8 Sungai/Danau 255

Jumlah 13.884

Sumber: Data Pengunaan Tanah Kabupaten OKU Timur Tahun 2008. Doc, BPN
b. Jumlah Penduduk

Kecamatan Semendawai Timur memiliki jumlah penduduk +/- 32.993 orang,

yang terbagi menjadi 16.976 laki-laki dan 16.017 peremflan.

8 Data Pengunaan Tanah Kabupaten OKU Timur Tahun 2008. Doc, BPN.
" Data Pengunaan Tanah Kabupaten OKU Timur Tahun 2008. Doc, BPN
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Mata pencaharian

Mata pencaharian masyarakat Semendawai Timur sebagian besar adalah
bertani, baik petani pemilik lahan atau petani penggarap. Kebanyakan

masyarakat bercocok tanam padi, karet, dan sawit.

Keberadaan tanah absentee

Sama halnya dengan yang terjadi di kec. Semendawai Suku lll, tanah-
tanah absentee tidak ada yang ditelantarkan, tanah pertanian tersebut tetap
produktif. Tanah pertanian tersebut ditanami pohon karet dan sawit. Menurut
keterangan Bpk. Paif8, memiliki tanah kering seluas 6 Ha di desa Nirwana
Kecamatan Semendawai timur, tapi tidak bersertifikat. Sedangkan ia tinggal
Kecamatan Batumarta Kabupaten OKU Induk. la mendapatkan tanah tersebut
dari proses turun waris dari orang tuanya. Tanah tersebut dikelola oleh orang
yang tinggal tidak jauh dari letak tanah tersebut. Tanah tersebut di tanami
pohon karet, dengan biaya sepenuhnya oleh Bpk. Paijo sedangkan yang
menanam dan mengelola diserahkan kepada Bpk. Eliyanto, Bpk. Paijo dan
Bpk. Eliyanto sama-sama mendapatkan hasil dari kebun tersebut dengan sistem
bagi hasil fnaro™®%. Selama ini Bpk. Paijo tidak mengetahui bahwa memiliki
tanah pertanian diluar kecamatan di mana ia tinggal itu dilarang, karna selama
ini dia tidak pernah mendapatkan penyuluhan tentang tabséntekyuntai

dari instansi terkait.

8 Data Monografi Kecamatan Semendawai Timur.2011
8 Wawancara dengan Paijo, Masyarakat Pemilik Tanah Absentee, Rumah Paijo. (Tanggal

3 November 2011).

82 Maro adalah bahasa sunda dan Jawa, yang artinya bagi dua.
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Berbeda sedikit dengan Bpk. Paijo, Bpk. Syahya memiliki tanah basah
atau sawah seluas 1,5 Ha di desa Melati Jaya, Kecamatan Semendawai Timur,
serta bersertifikat. Bpk. Syahya tinggal di Kecamatan Bahuga, Way kanan,
Lampung®® Dia memiliki tanah di Melati Jaya lantaran ada anaknya yang
tinggal di melati jaya. Tanah tersebut belum di turun wariskan kepada anaknya,
namun oleh anaknya digarap dan dikelola, sehingga tanah tersebut tetap
produktif. Tanah tersebut bisa disertifikatkan karna Bpk. Syahya juga memiliki
kartu indentitas (KTP) di Melati Jaya.

Dari hal tersebut menunjukkan bahwa pemilikan taadagenteguntai
itu disamping menimbulkan kesulitan juga memberikan sumber penghidupan
bagi petani penggarap yang tidak memiliki lahan pertanian. Namun jika tidak
segera diselesaikan akan merugikan banyak pihak terutama petani penggarap
yang tidak memiliki lahan pertanian juga mendatangkan keuntungan bagi para
petani pemilik lahan, karna itu kejadian seperti ini merupakan tindakan
penghisapan pambsentee landlord kepada petani bawah yang tidak memiliki
lahan pertanian. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Bpk. Fifi Luthas Bahagia
selaku Camat Kecamatan Semendawai Timur bahwa banyak para penduduk
yang bermata pencaharian sebagai petani penggarap yang mencari nafkah
dengan menggarap sawah milik orang lain yang memiliki tanah di daerah

tersebut tetapi tidak berdomisili di s&ftfa.

8 Wawancara dengan Syahya, Masyarakat Pemilik Tanah Absentee, Rumah Syahya.
(Tanggal 4 November 2011).

8 Wwawancara dengan Fifi Luthas Bahagia, Camat Semendawai Timur, Kantor Camat
Semendawai Timur. (Tanggal 14 November 2011).
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B. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa meskipun pemilikan tanah
pertanian secaraabsentegjuntai dilarang, tetapi sampai saat ini, berdasarkan
hasil penelitian penulis di lapangan, masih dijumpai adanya pemilikan tanah
pertanian secarabsenteguntai di Kabupaten OKU Timur, khususnya di
Kecamatan Semendawai Suku Il dan Kecamatan Semendawai Timur. Hal ini
dapat ditunjukkan pada bukti tempat tinggal/domisili pemilik tersebut adalah di
luar kecamatan tetapi pada kenyataannya memiliki tanah pertanian di Kecamatan

tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan, dapat diketahui yang
menjadi faktor penyebab terjadinya tanah pertanian sabsenteali Kabupaten

OKU Timur, yaitu:

1. Faktor hukum

Telah diketahui sebelumnya bahwa ketentuan larangan pemilikan
tanah absentefguntai termasuk ketentuan hukum yang bersifat memaksa,
dengan kata lain ketentuan-ketentuan dalam Pasal 10 UUPA termasuk
peraturan-peraturan yang tidak boleh dikesampingkan. Undang-undang ini
dari segi hukumnya, jelaslah bahwa secara formal keseluruhan peraturan
perundangan yang mengatur adalah sah, karena dibentuk oleh pejabat/instansi
yang berwenang dan dalam pembentukannya telah melalui proses
sebagaimana yang ditentukan. Namun, dari segi materiil, keseluruhan

peraturan yang mengatur tentang larangan pemilikan/penguasaan tanah
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pertanian secara absentee/guntai adalah produk sekitar tahun 60-an. Sehingga
menurut pendapat dari Bpk. Akhmad’tBAdanya pemikiran-pemikiran pada

saat itu, ternyata dalam kenyataannya sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi
dan kebutuhan masyarakat saat ini, khususnya yang terjadi di Kabupaten
OKU Timur. Menurut beliau bahwa batas wilayah untuk menentukan
keberadaan dari tanahbsenteguntai adalah wilayah kecamatan, atau
setidaknya wilayah kecamatan yang berbatasan, yaitu dengan jarak tidak
lebih dari 10 Km, namun dengan adanya perkembangan teknologi
komunikasi, transportasi dan semakin canggihnya metode pertanian, ternyata
jarak yang demikian jauh bahkan antar pulau tidak menjadi hambatan untuk
bisa mengolah tanah pertaniannya dengan efektif. Dari jarak yang berjauhan
selama perantauan, ternyata para pemilik tanah masih bisa secara akiif
memantau perkembangan atas penggarapan tanahnya sehingga tidak adanya
tanah terlantar. Walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa ada pula tanah-
tanah pertanian yang ditelantarkan pemiliknya karena dia sendiri berdomisili

di luar kota atau bahkan di luar Jawa. Hal itu tentu saja menimbulkan
kesulitan bagi sebagian pihak. Dengan demikian, jelaslah terbukti bahwa
ketentuan-ketentuan larangan pemilikan/penguasaan tanah pertanian secara
absentee/guntai yang ada pada saat ini masih perlu ditinjau kembali untuk
disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat pada saat ini.

2. Faktor Pelaksana Administrasi

8 Wawancara dengan Akhmad, IB. Kasi Pengaturan Dan Penataan Pertanahan, Kantor
BPN OKU Timur. (Tanggal 17 November 2011).
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Mengenai persoalan dan permasalahan tanabsentefguntai,
sebenarnya keberadaan Camat/Kepala Desa sangat strategis dalam membantu
terlaksananya ketentuan masalah taradisenteguntai di Kabupaten OKU
Timur. Namun, peran yang strategis ini tidak dapat berjalan sebagaimana
mestinya bahkan kadang saling berbenturan, dikarenakan kurangnya
pengetahuannya Camat dan Kepala Desa terhadap hukum pertanahan, hal ini
dibenarkan oleh Camat Semendawai Suku Il dan Semendawai Timur
bahwasannya mereka kurang begitu paham atau mengerti tentang hukum
pertanahan, serta tidak adanya penyuluhan dari BPN tentang pert&hahan.
Misalnya aparat desa dan kecamatan dianggap sebagai penyebab terjadinya
pemilikan KTP ganda sehingga menyebabkan adanya peralihan tanah
pertanian pada pihak lain yang secara fisik tidak bertempat tinggal di
kecamatan yang sama tetapi secara materiil telah sah adanya jual beli tanah
tersebut. Ternyata pemilikan KTP ganda ini sulit untuk dipantau karena dari
Kantor Pertanahan sendiri tidak dapat mengetahui secara pasti apakah KTP
itu asli atau palsu. Pada prinsipnya Kantor Pertanahan hanya memproses
berkas yang sudah memenuhi syarat formal yaitu salah satunya dengan
adanya bukti identitas dari pemilik tanah yang bersangkutan. Sehingga hal

tersebut berakibat banyaknya tanah-tanah absgategterselubung.

3. Faktor Sarana dan Prasana

8 Wawancara Dengan Amin Zen, Camat Semendawai Suku Ill Dan Fifi Luthas Bahagia,
Camat Semendawai Timur. (Tanggal 14 Dan 15 November 2011).
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Menurut Bpk. Akhmad, IB. Selama ini Kantor Pertanahan Kabupaten
OKU Timur tidak mempunyai data yang akurat tentang adanya pemilikan
tanah pertanian secarabsentedersebut, yaitu tidak adanya laporan-laporan
yang bersifat membantu dalam menanggulangi terjadinya
pemilikan/penguasaan tanalabsenteejuntai dari aparat di tingkat
kelurahan/desa dan kecamatan. Kurangnya koordinasi dan kerja sama ini
justru menimbulkan bentuk pelanggaran yang semakin besar terhadap
larangan pemilikan tanah pertanian secara absentee tetsebut.
4. Faktor Masyarakat
Kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat Kehidupan

bermasyarakat dapat berjalan dengan tertib dan teratur tentunya didukung
oleh adanya suatu tatanan agar kehidupan menjadi tertib. Di dalam
masyarakat, ketertiban tentunya merupakan hal yang sangat diperlukan
terutama untuk menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup manusia,
bahwa kedamaian tersebut berarti adanya ketertiban (yang bersifat lahiriah)
dan ketentraman (bersifat batiniah) Indikator yang terdapat dalam kesadaran
hukum, ada 4 macam yaitu :

a) Pengetahuan hukum

b) Pemahaman hukum

c) Sikap hukum

d) Perilaku hukum

87 Wawancara dengan Akhmad, IB. Kasi Pengaturan Dan Penataan Pertanahan, Kantor
BPN OKU Timur. (Tanggal 17 November 2011).
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Dalam hal ini, walaupun pemerintah telah berusaha untuk mencegah
terjadinya pemilikan tanah pertanian secaahsentegnamun hal ini tidak
lepas pula dari peran serta masyarakat untuk mematuhi peraturan-peraturan
yang telah ada. Hal ini tidak lepas dari itikad seseorang yang sudah
mengetahui tentang peraturan adanya larangan pemilikan tanah pertanian
secaraabsentedersebut, mereka sengaja melanggar peraturan tersebut demi
keuntungan ekonomi diri sendiri.

Tanah pertaniarabsenteeyang terjadi karena jual beli di bawah
tangan, pada umumnya oleh pemiliknya dihasilkan pada penduduk setempat
sebagai petani penggarap. Hubungan hukum seperti ini sudah berlaku umum
dan bagi penduduk setempat, khususnya para petani penggarap dirasakan
cukup menguntungkan baik dari segi ekonomi maupun hubungan
sosial/kekeluargaan.

. Faktor Budaya

Dalam kaitannya dengan faktor penyebab terjadinya tanah
absentefyuntai dari aspek kebudayaan vyaitu karena adanya Pewarisan. Hal
pewarisan ini sebagai wujud kelakuan berpola dari manusia sendiri.
Pewarisan sebenarnya menjadi peristiwa hukum yang lumrah terjadi dimana-
mana di setiap keluarga, akan tetapi peristiwa hukum ini menjadi penting
diperhatikan sehubungan dengan adanya larangan pemilikan tanah pertanian
secara absentegapalagi jika ahli warisnya berada jauh di luar kecamatan
letak tanah pertanian tersebut berada. Kepemilikan tanah pertanian secara

absenteeitu sebenarnya bisa dihindari dengan ahli waris. itu pindah ke
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kecamatan di mana tanah warisan itu berada, atau tanah warisan itu dialihkan

kepada penduduk yang berdomisili di kecamatan itu.

Seperti yang telah diuraikan di atas, bagi seorang petani, tanah pertanian
adalah suatu sumber kehidupan, lambang status dalam masyarakat agraris.
Karena itu seorang petani tidak mungkin meninggalkan tanah pertaniannya,
membiarkan tanahnya menjadi tanadbsentee. Selain itu data menunjukkan
bahwa yang memiliki tanah pertanian secalsentegkebanyakan bukanlah para
petani, tetapi orang-orang yang membeli tanah pertanian. Tanah itu dibeli bukan
untuk diolah sebagaimana peruntukkan tanahnya, tetapi dibeli sebagai sarana

investasi dan dijual kembali setelah harganya tinggi.

C. PENCEGAHAN PEMILIKAN TANAH PPERTANIAN SECARA

ABSENTEE

Pemilikan tanah pertanian secaa#senteebisa dicegah. Pencegahan

tersebut bisa dilakukan oleh dan sebagai berikut:

1. Kepala desa atau pejabat stuktural desa

Peran kepala desa sangat penting dalam mencegah terjadinya pemilikan
tanah pertanian secarbsgnteekarena Kepala desa adalah pejabat yang paling
mengerti dan paham terhadap kondisi desa tersebut. Hanya saja, kurang
pengetahuan Kepala Desa tentang pertanahan sangat minim, sebab selama ini
tidak ada penyuluhan dari Instansi atau Pejabat Pertanahan yang memberikan

penyuluhan kepada Aparatur Desa. Sehingga berakibat kepada terdapatnya
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pemilikan tanah pertanian secara absentee. Apabila kepala desa mengetahui dan
mengerti tentang pertanahan, maka ketika terjadi transaksi jual beli tanah antara
penjual dan pembeli yang bukan penduduk di kecamatan tersebut, bisa dicegah
dan transaksi tersebut tidak disetujui, sehingga pemilikan tanah pertanian secara
absentee tidak akan terjadi. Hal ini di benarkan oleh Bpk. Apek Effendy, selaku

Kepala Desa Melati Jaya, bahwa dirinya selama ini tidak mengetahui tentang

peraturan pertanahan, karna dirinya tidak pernah mendapat penyuluhan baik dari

kecamatan maupun dari BPRI.

2. Kantor Camat

Keberadaan kantor Camat sangat strategis dalam mencegah adanya
kepemilikan tanah secambsenteg dikarenakan setiap transaksi jual beli serta
balik nama sertifikat atas tanah harus mendapatkan persetujuan dari Camat.
Namun selama ini, hal ini tidak bisa memberikan kontribusi dalam mencegah
keberadaan tanaibsentee, karena sama hal dengan Kepala Desa. Camat dan staf
di kecamatan, juga tidak tau tentang pertanahan. Hal ini terjadi akibat tidak
adanya penyuluhan dari BPN dan kurangnya pengetahuan Camat. Bpk. Amin
Zen, menyatakan bahwa dirinya kurang paham tentang hukum pertanahan.
Padahal selama ini terdapat transaksi jual beli tanah yang melibatkan orang yang

bukan penduduk Kecamatan Semendawai Suku lll, namun karena beliau kurang

8 Wawancara dengan Apek Effendy, Kepala Desa Melati Jaya, Rumah Apek Effendy.
(Tanggal 9 November 2011).
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mengerti sehingga selama ini ia melegalisasi transaksi tefSebutiaerah atau
Kecamatan yang kurang memiliki PPAT, Camat bisa berfungsi dan menjalankan
tugasnya sebagai PPAT. Peran Camat sebagai PPAT seharusnya bisa mencegah
terjadinya pemilikan tanah pertanian secabsentegnamun hal ini tidak bisa
berjalan dan diterapkan dengan baik karna kurang pengetahuan Kantor Camat dan
kurangnya koordinasi antara BPN dengan Camat dan Kepala desa.
3. Kantor BPN

Kantor Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten adalah pemeran utama
dalam pencegahan terjadinya tanabsentee. Kantor Pertanahan merupakan
instansi  vertikal Badan Pertanahan Nasional (BPN) di setiap daerah
Kabupaten/Kota, dipimpin oleh seorang Kepala, yang bertanggung jawab

langsung kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi.

BPN bisa melaksanakan dan menerapakan larangan pemilikan lahan
pertanian secarabsenteg namun banyak kendala yang harus dihadapi BPN
dalam menegakan hukum, itu apabila adanya kepentingan dari penguasa atau
sekelompok orang yang memiliki jabatan. Menurut Bpk. Akhmad, IB. Selama ini
pihak BPN sudah menjalankan dan menerapkan larangan pemilikan tanah
pertanian secarm@sentegyaitu dengan cara menolak permohonan sertifikat tanah
apabila akan terjadi pemilikan tanah pertanian seabsgntee, namun apabila
yang mengajukan permohonan surat tersebut orang yang memiliki jabatan dan

pangkat, maka permohonan tersebut tetap diproses walaupun implikasinya kepada

8 Wawancara Dengan Amin Zen, Camat Semendawai Suku Ill Dan Fifi Luthas Bahagia,
Camat Semendawai Timur. (Tanggal 14 Dan 15 November 2011).
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pemilikan tanah pertanian secambsente€® Menurut Bpk. M. Dini Aswadi,
selama ini pihaknya sudah melakukan penyuluhan terhadap Camat, namun hanya
sebatas pada saat pidato pelantikan Camat. Selain itu juga, keterbatasan sumber
daya manusia dari pihak kantor BPN dalam melakukan penyuluhan merupakan
kendala tersendiri, karna BPN kekurangan sumber daya manusia untuk itu. Selain
itu terjadinya pemilikan tanafibsentegyang tidak bisa dicegah oleh BPN karena
sertifikat atau transaksi itu hanya dilakukan dibawah tangan, sehingga BPN tidak

bisa menjangkau hal tersefitt.

4. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

PP No. 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta
Tanah, Pasal 2 ayat(1) “PPAT bertugas pokok melaksanakan kegiatan pendaftaran
tanah dengan membuat akte sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum
tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun, yang
akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pertanahan yang
diakibatkan oleh perbuatan hukum itu sendiri. Bila dipahami, tugas pokok dari
PPAT adalah pendaftaran tanah dengan membuat akte, sedangkan bila akan
melakukan pendaftaran tanah harus menyertakan kartu identitas/KTP. Sehingga
apabila ada upaya untuk baik disengaja atau tidak sengaja karna kurang

pengetahuan memiliki tanah pertanian secara abskiszeicegah.

% wawancara dengan Akhmad, IB, Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan, Kantor
BPN OKU Timur. (Tanggal 17 November 2011).

L Wawancara dengan M. Dini Aswadi, Kasubbag TU, Kantor BPN OKU Timur.
(Tanggal 17 November 2011).
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5. Masyarakat

Masyarakat merupakan bagian terpenting dalam upaya pencegahan
pemilikan tanah pertanian secaasentee. Namun peran yang penting itu tidak
bisa terwujud apabila masyarakata kurang mengetahui tantang pertanahan.
Instantsi terkait dalam hal ini BPN dan Camat, harus melakukan penyuluhan
secarasinergi dan continou. Faktor yang paling menentukan keberhasilan

pencegahan pemilikan tanah pertanian secara absatdkd masyarakat.

D. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMILIK TANAH ABSENTEE

Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa untuk
menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh
badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi
berakibat diambilnya tindakan. Peraturan yang jelas dan tegas tentang pembatasan
pemilikan tanah kini menjadi semakin penting, seiring dengan kebutuhan atas
tanah yang semakin meningkat. Terhadap penguasaan tanah pertanian, Pasal 7
UUPA meletakkan prinsip bahwa pemilikan dan penguasaan tanah yang
melampaui batas tidak diperkenankan agar tidak merugikan kepentingan umum.
Maka, Pasal 11 ayat (1) UUPA mengatur hubungan antara orang dengan tanah
beserta wewenang yang timbul darinya. Hal ini juga dilakukan guna mencegah
penguasaan atas kehidupan dan perkerjaan orang lain yang melampaui batas.

Kemudian ayat (2) dari pasal yang sama juga memperhatikan adanya perbedaan



79

dalam keadaan dan keperluan hukum berbagai golongan masyarakat sepanjang

tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Penekanan dari aturan ini adalah akan diberikannya jaminan perlindungan
terhadap kepentingan golongan ekonomi lemah. Dalam Pasal 12 dan Pasal 13
UUPA, pemerintah menegaskan usaha pencegahan monopoli swasta. Sedangkan
usaha pemerintah dalam lapangan agraria yang bersifat monopoli hanya dapat
diselenggarakan dengan undang-undang. Masalah penguasaan tanah pertanian,
prinsip dasarnya telah digariskan dalam Pasal 7 dan Pasal 10 (prinsip
mengerjakan atau mengusahakan sendiri hak atas tanah pertanian secara aktif)
serta pasal 17 yang mengisyaratkan tentang perlunya peraturan mengenai batas
maksimum luas tanah pertanian yang dapat dipunyai oleh satu keluarga atau

badan hukum.

Walaupun larangan pemilikan tanah pertanian seadasanteeyang diatur
dalam PP No 224 Tahun 1961 Jo PP No 41 Tahun 1964 masih berlaku hingga saat
ini, ternyata di Kabupaten OKU Timur khususnya di Kecamatan Semendawai
Suku Il dan Semendawai Timur masih terdapat dijumpai tanah-&rsdntee,
dan sejauh ini Kantor Pertanahan memang belum melakukan hal yang konkrit
untuk menunjang terlaksananya efektivitas larangan pemilikan taizentee
tersebut. Hal itu terbukti dari adanya tanah-tanalffbsenteeyang lolos dari
pantauan Kantor Pertanahan. Menurut salah seorang staf dari Kantor Pertanahan
sebenarnya pihaknya sudah semaksimal mungkin melakukan tertib administrasi

khususnya dalam hal pembuatan sertipikat tanah, yang sebelumnya akan dilihat
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terlebih dahulu mengenai domisili dari pemilik tanah tersebut apakah berada di
satu kecamatan dengan tanah yang bersangkutan. Dan jika memang terbukti letak
tanah tersebut berada di luar Kecamatan atau dengan jarak lebih dari 10 Km
dalam hal letak tanah itu berbatasan antar kecamatan, maka tidak akan diproses
dalam pembuatan sertifikatnya. Tapi yang kemudian terjadi adalah, orang-orang
yang ditolak tersebut akan datang kembali dengan membawa KTP daerah tempat
tanah itu berada sehingga Kantor Pertanahan tidak berani menolak untuk
memproses berkas-berkas tersebut, karena secara formal semua syarat sudah
terpenuhi. Dan disini pihak Kantor Pertanahan tidak memiliki kewenangan yang

terlalu jauh dalam meneliti apakah KTP tersebut asli atau tidak.

Sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai melalui Program Catur Tertib
Pertanahan khususnya tertib hukum pertanahan dan tertib penggunaan tanah,
Kantor Pertanahan Kabupaten OKU Timur telah melakukan upaya yaitu
penertiban hukum dengan mengadakan penyuluhan hukum yang terarah dan
diselenggarakan terus menerus secara luas. Penyuluhan diadakan dengan datang
ke lapangan untuk mengumpulkan atau memantau keadaan inventarisasi ke
daerah-daerah vyaitu memantau seperti di kecamatan-kecamatan, dimana
kecamatan merupakan sentral daripada peralihan hak supaya tidak dilakukan jual

beli tanah secara absentee.

Dengan adanya penyuluhan tersebut dapat dikembangkan disiplin hukum
yaitu bahwa para pejabat yang berkaitan dengan masalah pertanahan mematuhi

dan menerapkan hukum pertanahan yang berlaku, dan masyarakat dengan



81

pengetahuannya atas hukum pertanahan akan mematuhinya, maka hal ini apabila
terjadi penyimpangan terhadap peraturan yang berlaku dapat diluruskan kembali
sebagaimana mestinya. Apabila secara nyata ada orang yang memiliki tanah
pertanian secarabsentee, maka tanah tersebut di ambil oleh negara untuk
didistribusikan lagi kepada masyrakat yang tidak memiliki lahan pertanian untuk

meningkatkan taraf hidup petani penggarap.

Namun, apabila ada seseorang yang berusaha menghalang-halangi upaya
pengambilan tanalbsenteetersebut akan dikenai sanksi pidana, sebagaimana
yang telah ditetapkan dalam PP No. 224 Tahun 1961 pada Pasal 19 mengenai
sanksi pidana bagi pemilik tanah yang memperoleh atau dengan sengaja
menghalang-halangi pengambilan tanah oleh Pemerintah dan pembagiannya,
yaitu: pidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda
sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,- sedang tanahnya diambil oleh Pemerintah tanpa

pemberian ganti rugi.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, bahwa di Kantor Pertanahan
OKU Timur belum pernah adanya penerapan sanksi pidana terebut. Hal itu
menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap laranganatasetiedersebut
tidak tegas. Selain itu juga mengenai adanya sanksi denda sebesar Rp. 10.000,-
tersebut, untuk keadaan saat ini sudah tidak relevan lagi karena terlalu ringan
sehingga akan mudah dilanggar, karena dibuat pada tahun 1961 dan sampai saat
ini belum adanya perubahan, sehingga perlu adanya pembaharuan tentang

peraturan perundang-undangan yang baru yang sesuai dengan keadaan sekarang.
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BAB IV .

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan data keseluruhan yang diperoleh dalam penelitian ini secara
umum dapatlah disimpulkan bahwa pelaksanaan larangan pemilikan tanah
pertanian secarabsente di Kabupaten OKU Timur belum berjalan secara
effektif. Tidak berjalan effektifnya pelaksanaan peraturan tersebut bukan
semata-mata karena kesalahan salah satu pihak, karna dalam melaksanakan
peraturan tersebut harus melibatkan semua pihak. Semua pihak harus saling
berkoordinasi satu sama lain. Adapun yang menjadi latar belakang terjadinya
pemilikan tanah pertanian secara absentaitu:

a. Kepemilikan KTP ganda, sehingga orang atau seseorang mempunyai
tempat tinggal lebih dari satu kecamatan, sehingga hal ini bisa membuat
terjadinya pemilikan tanah pertanian secara absentee.

b. Kurangnya koordinasi semua pihak, apabila semua pihak/instansi terkait
baik dari BPN, Camat dan Kepala desa saling berkoordinasi dengan baik
maka pelaksanaan larangan tersebut akan berjalan dengan effektif.

c. Menghindarkan dari transaksi dengan akte di bawah tangan, sebab
terjadinya transaksi dibawah tangan inilah yang menjadi sebab utama

terjadinya pemilikan tanah pertanian secatasentee. Sehingga BPN
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dalam hal ini tidak bisa menjalan mencegah karna tidak terjangkau atau
tidak diketahui oleh BPN.
d. Kurangnya peran serta masyrakat dalam melaksanakan larangan pemilikan

tanah pertanian secara absentee

e. Faktor kurangnya kesadaran hukum masyarakat, yaitu masih banyak terjadi
jual beli tanah yang dilakukan tidak melalui PPAT dan peralihannya juga
tidak didaftarkan di Kantor Pertanahan sehingga banyak tanah-tanah yang
dimiliki secara absenteluntai yang lolos dari pantauan Kantor

Pertanahan.

f. Penegakan hukum terhadap orang yang memiliki tanah pertanian secara
absentee selama ini tidak pernah dijalankan atau terjadi, itu disebabkan

karena :

1. Tidak adanya aparat khusus dan pengadilan khusus yang menangani
dan menegakan larangan tersebut,

2. Sanksi terhadap pelanggaran terhadap ketentuan laraig@mtee
terlalu ringan,

3. Pemilik tanahabsenteesulit untuk dideteksi karena kebanyakan tanah
tersebut dimiliki hanya dengan alas hak akte dan perjanjian di bawah

tangan.
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B. SARAN

1. Perlunya pemberian penyuluhan tentang pemahaman peraturan pertanahan
oleh BPN kepada Camat dan Kepala Desa secara berkelanjutan, sehingga
Camat dan Kepala Desa bisa memberikan kontribusi yang lebih maksimal
dalam melaksanakan ketentuan peraturan pertanahan. Serta masyarakat
dalam hal ini juga harus dilibatkan dengan memberikan pengetahuan
sehingga ketentuan peraturan tersebut bisa berjalan dengan efektif.

2. Dengan adanya program dari pemerintah yaitu berupa program E-KTP,
yang baru-baru ini dilaksanakan. Dijadikan sarana untuk mencegah
kepemilikan tanahabsenteeyang disertifikasi, karna selama ini tanah
absentegzang bersetifikat karna pemiliknya memiliki KTP ganda. Dengan
adanya E-KTP ini, maka tidak akan terjadi lagi pemilikan KTP ganda,
karna telah memakai sistem administrasi terpadu sehingga bisa dicegah
kepemilikan KTP ganda.

3. Perlunya revisi terhadap semua ketentuan peraturan pertanahan, agar bisa
memberikan keadilan bagi semua masyarakat. Ketentuan-ketentuan
larangan pemilikan tanatabsenteguntai yang ada pada saat ini masih
perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan dan
kebutuhan masyarakat saat ini. Dalam hal ini perlu dipertimbangkan
kembali mengenai jarak antara domisili pemilik tanah dan letak tanah
mengingat kemajuan di bidang teknologi transportasi, jarak antar

kecamatan sudah tidak menjadikan suatu hambatan terhadap efektifitas.
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4. Produktivitas secara optimal tanah pertanian untuk dapat diolah.
Hendaknya ketentuan sanksi terhadap pelanggaran larangan pemilikan
tanahabsentefguntai diperbaharui dan disesuaikan dengan perkembangan
kemajuan pembangunan sekarang ini, dan pelaksanaannya agar lebih
dipertegas. Oleh karena dari segi materiil, keseluruhan peraturan yang
mengatur tentang larangan pemilikan taabbenteguntai adalah produk
sekitar tahun 1960-an, sehingga pemikiran-pemikiran pada saat itu
ternyata dalam kenyataannya sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan

kebutuhan masyarakat saat ini.
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